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Kata pengantar

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak -Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A -PP
dan KB) Kabupaten Lebong Tahun 2016 -2021, disusun dengan
memperhatikan arah kebijakan  dan program pembangunan
jangka panjang (RPJRP) Tahun 2005 -2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)2016  -2021 ,khususnya
pembangunan nasional bidang aparatur.dengan demikian
kebijakan, strategi, program,dan kegiatan yang disusun dan
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak -Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A -PP
dan KB) Kabup aten Lebong Tahun 2016 -2021 Kabupaten Lebong
dalam rangka pembangunan Aparatur Sipil Negara. Namun
demikian secara Instansi juga dilaksanakan program dan kegiatan
strategi SKPD yang mendukung pencapaian program pembanguan
nasional.

Renstra Dinas P emberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak -Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A -PP
dan KB) Kabupaten Lebong Tahun 2016 -2021, disusun
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembanguan Daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak -Pengendalian



Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A  -PP dan KB) Kabupaten
Lebong Tahun 2016 -2021 menjadi orientasi dan pedoman bagi
selurun unit organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak -Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3A -PP dan KB) Kabupaten Lebong Tahun 2016 -
2021 dalam menyusun rencan a kerja tahunan dilingkungannya.
Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak -Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3A -PP dan KB) Kabupaten Lebong Tahun 2016 -
2021ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan
karunianya untuk kelancaran serta keberhasilan mewujudkan
pembangunan Kabupaten Lebong yang lebih baik.

Lebong, Juni 2019
Kepala

“PPic Drs, Firdaus, M.Pd.
NIP.49630601 199303 1005

2z

Vi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakakang
1.2 Landasan H ukum
1.3  Maksud dan Tujuan
1.4  Sistimatika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Struktur,Tugas Dan Fungsi DP3AP2KB
2.2 Sumber Daya DP3AP2KB

2.3  Tantangan dan Peluang DP3AP2KB

BAB 3 ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoks i
3.2 Telaah Visi,Misi,dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaah Renstra KL dan Renstra Provinsi/Kabupaten
/Kota

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Strategis

BAB IV. VISI,MISI,TUJUA  N,SASARAN,STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi DP3AP2KB
4.2  Tujuan dan Sasaran Jangka menengah DP3AP2KB

4.3 Strategi dan Kebijakan DP3AP2KB
BAB V. RENCANA PROGRAM KEGIATAN,KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DP3AP2KB

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DP3AP2KB
BAB VII. PENUTUP

Vil



DAFTAR TABEL

Tabel 2.4 Tabel Kinerja Pelayanan DP3APKB

3.2 Tabel Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran
DP3AP2KB

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan DP3AP2KB

Tabel 4 .3 Formula Strategi SWOT

Manual indikator Kinerja Utama

Tabel 5.1 Rencana Program di Sertai Kebutuhan Pendanaan
Tabel 6.1 Cascading Indikator Utama DP3AP2KB

viii



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan
daerah yang komprehensif yang merupakan suatu proses
penyusunan tahapan -tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suat u lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Para
pemangku kepentingan yang terlibat dapat digolongkan
menjadi 3 domain yaitu state atau lembaga pemerintahan
yang terdiri dari eksekutif dan legislatif daerah, private atau
swasta yaitu pelaku -pelaku dun ia usaha baik perorangan
maupun lembaga, society atau masyarakat baik perorangan
maupun kelompok.

Undang -Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional —mengamanatkan
penyusunan dokumen perencanaan di daerah. Setiap daerah
harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20
tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek
atau tahunan (1 tahun). Dalam hal ini, setiap daera h
(provinsi, kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 UU No 25 Tahun 2004,
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program
kepala daerah yang akan dilaksanakan dan ingin

diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Dalam
penyusunannya, RPJMD disusun dengan memper -hatikan
sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor -faktor

keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang
lalu serta is u-isu strategis yang berkembang

RPJIJMD merupakan sebuah dokumen perencanaan
yang bersifat stratejik yang akan mengarahkan segenap
sumber daya untuk mencapai visi pembangunan daerah.
Selain itu, RPJMD adalah bagian dari komponen sistem
akuntabilitas pemerintah daerah yang akan digunakan
untuk  mengukur kinerja  pemerintahan.  Mengingat



pentingnya RPJMD bagi Pemerintah Daerah dan
masyarakat, proses penyusunan RPJMD dilakukan secara
sistematis, aku rat dan terpadu dengan melibatkan peran
para pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan
alasan inilah maka penyusunan RPJMD dilakukan secara
transparan dan partisipatif u ntuk menghasilkan dokumen
peren canaan yang holistik dan berkesinambungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pasal 1
menyatakan bahwa Perencanan Pembangunan  Daerah
adalah suatu proses penyusunan tahapan -tapahan kegiatan
yang meli batkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu. Sementara itu Undang -Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Pasal 33 menjelaskan bahwa Kepala
Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas
perencanaan pembangunan daerah di daerah, oleh sebab itu
perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan lima
tahunan berpedoman pada dokumen perencanaan lainya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak -
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A -PP
dan KB) Kabupaten Lebong Tahun 2016 -2021 sebagai SKPD
yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk serta Kelurga
Berencana selain melaksanakan tugas sesuai dengan
tufoksinya, agar dapat memberikan pelayanan yang
baik,pelayanan prima, akuntabilitas kinerja dan untuk
mewujudkan penyusunan Renstra SKPD Dinas
Pemberda yaan Perempuan Perlindungan Anak  -Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A -PP dan KB)
Kabupaten Lebong Tahun 2016 -2021 merupakan salah satu
faktor penentu untuk mewujudkan keinginan arah
kebijakan pembangunan Kabupaten Lebong 5 tahun
kedepan.



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Lebong
Tahun 2016 -2021 yaitu :

1.

10.

Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2828);

Und angdUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang dUndang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang dUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
Undang dUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang
Berlakunya Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di  Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik
Ind onesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 6 tentang
Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta  hun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20 08 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 4737) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah X

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 10
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20 12
tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 20 Tahun 20 15
tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Kabupaten Lebong
Tahun 2012 -2032;

23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD)
Kabupaten Lebong Tahun 2005 -2025.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra SKPD DP3A-PP dan KB Dimaksudkan
untuk melihat sejauh mana kinerja Organisasi berjalan
efektif dan efisien maka perlu adanya Penyusunan Program
Rencana Strategis (Renstra) dengan tujuan untuk menjamin
keteraturan Administrasi dan Birokrasi sebagai langkah
pencapaian t ujuan organisasi yang jelas.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD DP3A-PP dan KB Kabupaten
Lebong Tahun 2016 -2021 terdiri atas :

BAB|I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4  Sistimatika Penulisan

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN DP3A-PP DAN KB
KABUPATEN LEBONG
2.1 Tugas,fungsi dan struktur organisasi DP3A -PP dan
KB Kabupaten Lebong
2.2 Sumber daya DP3A -PP dan KB Kabupaten Lebong
2.3 Tantangan dan peluang DP3A-PP dan KB Kabupaten
Lebong

BAB I Il ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKA N TUPOKSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan  DP3A -PP dan KB Kabupaten Lebong

3.2 Telaahan Visi,Misi, Dan Program Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Penentuan Isu Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
4.1 Visidan Misi DP3A-PP DAN KB Kabupaten Lebong
4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DP3A -PP
dan KB Kabupaten Lebong



4.3  Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII PENUT UP
LAMPIRAN -LAMPIRAN



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN DP3A -PP DAN KB
KABUPATEN LEBONG

2.1 Tugas,fungsi dan struktur organisasi DP3A-PP dan KB
Kabupaten Lebong

Sebagai unsur perangkat daerah yang menangani masalah
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A-PP dan KB dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati. DP3A-PP dan KB mempunyai
tugas pokok ~membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan  Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. Adapun susunanan organisasi tersusun sebagai
berikut:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERD

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

AYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPALA DINA
Kelompok SEKRETARI
Jabatan Fungsional | |
' SUB BAG
SUB BAG SUB BAG UMUM DAN
PERENCANAA KEUANGAN KEPEGAWAIA
BIDANG
BIDANG KELUARGA
PENGARUSTAMAAN R BIDANG BIDANG
GENDER DAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BERENCANA
PEMBERDAYAAN PENANGANAN PENDUDUK KETAHANAN DAN
PEREMPUAN KEKERASAN PENYULUHAN DAN KESEJAHTERAAN
] I 1 |
. . Seksi perlindungan Seksi Advokasi dan Seksi Jaminan BerkB
Seksi Ekonomi Perempuan Penggerakan
Seksi Sosial Politik Seksi Perlindungan Seksi Penyuluhan dan Seksi Pemhinaan
dan Hukum Anak Pendayagunaan PLKB kesertaan berkB
Seksi kualiitas . ) Seksi Pengendalian Seksi Ketahanan dan
Seksi Pemenuhan UPTD

Keluarga

Penduduk dan Informasi

Kesejahteraan




Dalam menyelenggaraan tugas pokok tersebut, DP3A-PP

mempunyai fungsi :

1)

(2)

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi  Dinas Pemberdayaan  Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana terdiri dari
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat , membawabhi
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perencanaan; dan
3. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan , membawabhi
1. Seksi Pengarusutamaan Ekonomi
2. Seksi Pengarusutamaan Sosial, Polit ik dan Hukum
dan
3. Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga
d. Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak , membawabhi
1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan ;
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak ; dan
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak
e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan , membawabhi
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan ;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader

KB; dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
f. Bidang Keluar ga Berencana, Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga , membawabhi
1. SeksiJaminan Ber -KB;
2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber -KB; dan
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
g. Unit Pelaksana Teknis; dan  Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



@)

(2)

Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Kel wuarga Berencana mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.

Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
kuantitas penduduk, da  n keluarga berencana;

b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian  kuantitas penduduk, dan keluarga
berencana;

c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di
bidang pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian  kuantitas penduduk, dan keluarga
berencana;

d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian  kuantitas  penduduk, dan keluarga

berencana;

e. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB,;

f. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian

kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

pelaksanaan pelayanan KB;

pelaksanaan p emberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan
pelayanan, pembinaan kesertaan ber -KB, pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

I. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

j.  pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

=@
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(1)

(2)

3)

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan
administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas
yang meliputi pengoord inasian penyusunan program,
pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta
pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja
pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan
program dan penyelenggaraan tugas -tugas bidang secara
terpadu;

c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif
Dinas;

d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
umum dan kerumahtanggaan;

e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan
dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian;

g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan
keuangan;

h. peneta pan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi
pelaksanaan tugas Dinas;

j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian
penyusunan dan penyampaian bahan
perta nggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;

k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan

kesekretariatan;

|. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;

m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan
dengan unit kerja/instansi/lembaga at au pihak ketiga di

bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

11



(4)

(5)

(1)

@

Sekretariat , membawabhi:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan ; dan

c. Subbagian Keuangan.

Masing -masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan,
kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan
aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (1),
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :

menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta

administrasi kepegawaian;

melaksana kan penerimaan, pendistribusian da n pengiriman

surat dsurat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan

kearsipan;

melaksana kan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

melaksana kan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan

dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan

Dinas;

melaksana kan penyusunan rancangan peraturan perundang -

undangan penunjang pelaksanaan tugas;

menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian

administrasi perjalanan dinas;

melaksana kan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan

rapat drapat dinas;

melak sana kan dan pelayanan hubungan masyarakat;

melaksana kan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor;

melaksana kan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan

lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset

lainnya;

menyusun dan p enyiapan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana perlengkapan Dinas;

melaksana kan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan

inventarisasi perlengkapan Dinas;

menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas Dinas;

melaksana kan pen gelolaan perpustakaan dan pendokumentasian
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peraturan perundang -undangan;

melaksana kan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

menyusun dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai;

menyusun da n penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai,
karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta
peningkatan kesejahteraan pegawai;

menyusun dan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian
dinas;

mem fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan
karier serta disiplin pegawai;

menyusun dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan
cuti pegawai;

melaksana kan pen goordi nasian penyusunan administrasi
Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),  Daftar Urut Kepangkatan
(DUK), sumpah/janji pegawai;

melaksana kan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
melaksana kan koordinasi pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan sert a administrasi kepegawaian dengan sub unit
kerja lain di Lingkungan Dinas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perencanaan , evaluasi, pengukuran
kinerja dan pelapor an Dinas .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut

menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan
program kerja Dinas;

meny usun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan
program kerja Dinas;

melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana, program Dinas;

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
anggaran Dinas;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis
pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
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menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi
anggaran;

melaksanakan pengumpul  an, pengolahan dan penyajian data dan
statistik Dinas;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas;

melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinas i penyusunan rencana dan program
kerja dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan
keuangan dan penyusunan bahan laporan

pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut

menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan
pengelolaan administrasi dan pertang gungjawaban pengelolaan
keuangan Dinas;

melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan Dinas;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran
pendapatan dan belanja;

melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
melaksanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan
program adminstrasi pengelolaan keuangan;

melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan

dan belanja Dinas;

melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan
bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan Dinas;

menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

melaksanakan pengoord inasian penyusunan rencana dan
program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala
Bidang di Lingkungan Dinas ;

melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas
pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan
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rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
melaksanakan  koordinasi  pengelolaan  administrasi  dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub
unit kerja lain di Lingk  ungan Dinas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengarusutamaan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan
dan pelaksan aan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan  kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, poli tik hukum dan
kualitas keluarga;

c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;

d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi  kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberda yaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga.

f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik hu  kum dan kualitas keluarga;

g. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
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h. penyiapan forum koordinasi penyusunan  kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;

I.  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gend er di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas keluarga;

] penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan
kualitas ke luarga;

k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

l.  penyiapan pelembagaan pengarusut amaan gender;

m. penyiapan  standarisasi lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan;

n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan hak anak;

0. pelaksanaan pemantauan, anal isis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,
sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengarusut amaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan , membawahi

a. Seksi Pengarusutamaan Ekonomi;

b. Seksi Pengarusu tamaan Sosial, Politik dan Hukum; dan

c. Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga.

Masing -masing Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberda yaan Perempuan .

Seksi  Pengarusutamaan  Ekonomi mempunyai  tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan  pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ,
Seksi Penga rusutamaan Ekonomi mempunyai r incian tugas
sebagai beriku t :

a. menyiap kan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

c. menyiap kan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

d. menyiap kan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksana an pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

e. menyiap kan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

f.  melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

g. menyiap kan perumusan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender
di bidang ekonomi  ;

h. menyiap kan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi;

I.  menyiap kan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi;

] menyiap kan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi;

K. menyiap kan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

l.  menyiap kan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang
ekonomi;

m. menyiap kan standarisasi lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan di bida  ng ekonomi;

n. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
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penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; dan
0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengarus utamaan Sosial, Politk dan Hukum
mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang sosial, politik dan hukum;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi

Pengarusutamaan Sosial, Polit ik dan Hukum mempunyai

rincian tuga s sebagai beriku t :

a. menyiap kan perumusan  kebijakan  pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

b. menyiap kan forum koordinasi penyusunan kebijakan

pelaksanaan pengarusut amaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan
hukum;

c. menyiap kan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan
hukum;

d. menyiap kan fasilita si, sosialisasi dan distribusi
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan

hukum;
e. menyiap kan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan

pengarusutamaan gender da n pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

g. menyiap kan perumu san kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang sosial, politik dan hukum;

h. menyiap kan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi gender di bidan g sosial, politik dan
hukum;

i.  menyiap kan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial,
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politik dan hukum;

j.  menyiap kan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
kebijak an pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial,
politik dan hukum;

k. menyiap kan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informa Si
gender di bidang sosial, politik dan hukum;

l.  menyiap kan pelembagaan pengarusutamaan gender di
bidang sosial, politik dan hukum;

m. menyiap kan standarisasi lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan
hukum;

n. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang sosial, politik dan hukum; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengarusutamaan Kua litas Keluarga ~mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi
Pengarusutamaan Kualitas Keluarga mempunyai r incian
tuga s sebagai beriku t :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang kualitas keluarga;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan Kkebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pem berdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga,

c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga,

d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebij akan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga,

e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang kualitas  keluarga;
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f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang kualitas keluarga;

g. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajia  n data dan informasi gender
di bidang kualitas keluarga;

h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan Kkebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

I. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penera pan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas
keluarga;

j.  menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi gender dib  idang kualitas keluarga;

k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di
bidang kualitas keluarga;

.  menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;

m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang kualitas keluarga; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan  Perlindungan Khusus Anak mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk,
penyuluhan dan penggerakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan  Terhadap
Perempu an dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan
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penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus ser ta dari tindak pidana perdagangan orang;
penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana pe rdagangan orang;
penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagang an orang;

penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di  bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan o rang;

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagan gan orang;

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di  bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perd  agangan orang;

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidan a perdagangan orang;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus se rta dari tindak pidana perdagangan orang;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan  kebijakan di  bidang perlindungan  dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah
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tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darur at dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan  perlindungan perempuan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situ asi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketena gakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan  kebijakan di  bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;

penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindung an khusus anak;

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan sup ervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan bagi anak yang meme rlukan perlindungan khusus;
pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhad ap
perempuan dan anak;

penyiapan  forum  koordinasi  penyusunan  kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan pen vyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

22



aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

g9.

hh.

Ji-

penyiapan fasilitasi, sosi alisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

peny iapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya,;

penyiapan  forum  koordinasi penyusunan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya;

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak ana k terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan
dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan

budaya;
penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak s ipil, informasi dan

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan

dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan

budaya;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait h ak siplil,

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bid
pemenuhan hak anak;

penyiapan  forum  koordinasi  penyusunan  kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan



kK.

informasi di bidang pemenuhan hak anak;

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, an alisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak;

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak;

mm. penyiapan bahan pemberian b imbingan teknis dan supervisi

nn.

00.

pp.

aq.

3)

(4)

(5)

(1)

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

menyiapk an penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningatan kualitas hidup anak;

pelaksanaan  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak a nak; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak , membawabhi :

a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan;

b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan

c. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Masing -masing Seksi sebagaima na dimaksud pada ayat (4)
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak

Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Ter hadap
Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan.
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(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaim ana dimaksud , Seksi
Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan  Terhadap
Perempuan mempunyair incian tugas sebagai beriku t :

a.

menyiap kan perumusan kebijakan di bidang pencegahan
dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagake rjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

menyiap kan perumusan kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi da rurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

menyiap kan forum koordinasi penyusunan kebijakan di
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di  bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiap kan forum Kkoordinasi penyusunan kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

menyiap kan  koordinasi dan sinkronisasi  penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiap kan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi dar  urat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiap kan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di  bidang
ketenagakerjaan, dalam situas i darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiap kan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan
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penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan perlindungan  perempuan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasa n di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan keke rasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan
pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindu ngan
dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak
pidana perdagangan orang;

menyiap kan perumusan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan pen vyajian data dan informasi di
bidang perlindungan perempuan;

menyiap kan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi di bidang perlindungan perempuan;

menyiap kan perumusan kajian kebijakan pengum pulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang perlindungan perempuan;

menyiap kan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan
perempuan;

menyiap kan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi di bidang perlindungan perempuan;

menyiap kan bahan pemberian bimbingan teknis dan
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(1)

2)

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pen golahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
perlindungan perempuan;

t. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan
perempuan; dan

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi  Perlindungan Khusus Anak mempunyai  tugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan  dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan serta evaluasi di bidang perlindun gan khusus
anak.

Untuk melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud , Seksi
Perlindungan Khusus Anak mempunyai r incian tugas sebagai
beriku t :

menyiap kan perumusan kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;

menyiap kan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

menyiap kan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;

menyiap kan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

menyiap kan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

menyiap kan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

menyiap kan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan bagi anak yang memerlukan perli ndungan khusus;
melaksanakan  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

menyiap kan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan

khu sus anak;

menyiap kan forum  koordinasi  penyusunan  kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan khusus anak;

menyiap kan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang perlindungan khusus anak;

menyiap kan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
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(1)

(@)

informasi di bidang perlindungan khusus anak;

menyiap kan bahan pember ian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus
anak;

menyiap kan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan bagi anak yang memerlukan perlindu ngan khusus;
melaksakan p emantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus
anak; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Pemenuhan Hak Anak  mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi

di bidang pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai r incian tugas
sebagai beriku t :

a. menyiap kan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya,;

b. menyiap kan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya;

c. menyiapk an koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan  kesejahteraan  serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

d. menyiapkan fasilitasi,  sosialisasi dan distribusi kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas
dan kegiatan budaya;

e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
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serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

f.  menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada
lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

g. menyiapkan penguatan dan peng embangan lembaga
penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak terkait
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

h. melaksanakan pemantauan, ana lisis, evaluasi dan
pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

I. menyiap kan  perumusan kebi jakan  pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak;

j.  menyiap kan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak

anak;
l.  menyiap kan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyaiji an data

dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

m. menyiap kan bahan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
pemenuhan hak anak;

n. melaksanakan pemantauan, ana lisis, evaluasi dan
pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak; dan

0. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pengge rakan

(1)

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan .
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(2)

= Q

3)

(4)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Pengendalian  Penduduk, Penyuluh an dan Penggerakan
mempunyai fungsi sebagai berikut :

perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi
dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana,;

pelaksanaan kebija kan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem
infformasi  keluarga, penyuluh  an, advokasi dan penggerakan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
pelaksanaan  pemaduan dan  sinkronisasi  kebijakan
pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas
penduduk;

pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian
pendud uk di Kabupaten;

pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
pelaksanaan pemant auan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan
Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian
penduduk, sistem inf ormasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan
Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh an dan
Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan , membawahi

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;

b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader
KB; dan
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(1)

(2)

T Ta

(1)

c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Masing -masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Seksi  Advokasi dan  Penggerakan mempunyai  tugas
melaksanakan  menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan

kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan
penggerakan .
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ), Seksi

Advokasi dan Penggerakan mempunyai r  incian tugas sebagai
beriku t :

menyusun rencana kerja kegiatan pada Seksi Advokasi dan

Penggerakan;

menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang advoka si dan
penggerakan;

menyiapkan bahan -bahan pelaksanaan advokasi, KIE dan
penggerakan;

melaksanakan kegiatan advokasi, KIE dan penggerakan;
melaksanakan KIE melalui media MUPEN dan sarana komunikasi
lain;

menetapkan media advokasi dan KIE;

melaksanakan pemb inaan institusi masyarakat pedesaan;
mengembangkan kelembagaan institusi masyarakat pedesaan;
melaksanakan advokasi dan KIE kepada tokoh formal dan
informal;

memfasilitasi penyelenggeraan pembinaan dan pembimbingan
kepada institusi masyarakat pedesaan, tok oh formal dan
informal;

melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
mempunyai  tugas  menyiapkan  bahan  pembinaan,
pembimbingan dan pela ksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi
pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
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(2)

@)

(2)

a.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Seksi
Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
mempunyai r incian tugas sebagai beriku t:
menyusun rencana kerja kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan
Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang penyuluhan
dan pendayagunaan PLKB dan kader KB ;
melaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga
penyuluh KB /petugas lapangan KB (PKB/PLKB) di seluruh
tingkatan wilayah cakupan kabupaten;
melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB
(PKB/PLKB);
melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan
jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta pembinaan
penyuluh KB;
melaksanakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian
angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga berencana;
menetapkan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional
Penyuluh Keluarga Berencana;
melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih
terutama pelatihan Klinis;
menyiap kan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang bina
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang KHIBA,
menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan
pembinaan kesertaan ber -KB,;
men yiapkan bahan -bahan pembinaan dan penyuluhan
ketahanan keluarga dan ketahanan remaja;
melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk
Seksi Pengendalian Pendudu k dan Informasi Keluarga
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi
pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Untuk melaksa nakan tugas sebagaimana dimaksud , Seksi
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai
rincian tuga s sebagai beriku t :

menyusun rencana kerja kegiatan pada Seksi Pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga;
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menyusun konsep rumusan kebijakan di bid ang pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;

menyusun perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian
penduduk;

menyusun profil kependudukan;

menyusun Grand Design kependudukan;

menyusun  konsep  penyusunan penyerasian  kebijakan
kependudukan;

menyiapkan bahan -bahan penyusunan penyerasian kebijakan
kependudukan;

menyiapkan konsep perumusan analisis dampak
kependudukan;

melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan
perencanaan pembinaan perencanaan dan analisis dampak
kependudukan;

melaksanakan pengendalian, pengumpulan, pengolahan,
evaluasi dan penyajian data dan informasi pengendalian
penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;
menyusun perkiraan permintaan masyarakat;

mengumpulkan data mikro kelua rga melalui kegiatan
pendataan keluarga;

melaksanakan pelaporan bulanan triwulan dan tahunan hasil
pelaksanaan program;

melaksanakan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan
data mikro keluarga;

memberikan  layanan informasi kepada pihak yang
memerlukan tent ang pelaksanaan dan hasil program;
melaksanakan kegiatan dokumentasi dan penyelenggaraan
data dan informasi program;

menyiapkan bahan -bahan untuk melaksanakan rapat
koordinasi;

melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di
bidang pelaksanaan keluarga berencana, keta hanan dan
Kesejahteraan keluarga.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
mempunyai fungsi sebagai berikut :
perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga
berencana, ketahanan d an kesejahteraan keluarga;
pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan
kriteria  di  bidang keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan ke luarga;
pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan
pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan
ketahanan remaja;
pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga
lansia dan rentan;
pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan
keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber  -KB di Kabupaten;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga , membawahi

a. Seksi Jaminan Ber -KB;

b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber -KB; dan

c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Masing -masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada  Kepala Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Seksi Jaminan Ber -KB mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
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pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan
kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber -KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Jaminan Ber -KB mempunyai r incian tugas sebagai
beriku t :

menyusun rencana kerja di Seksi Jaminan Ber -KB;
menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang Jaminan Ber -
KB;

memberikan fasilitasi kepada klinik KB yang memberikan
promosi dan KIP/Konseling KHIBA,;

melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja  tentang
pelaksanaan kegiatan bina kelangsungan hidup bayi, bayi dan
anak;

menyusun rencana operasional pelaksanaan pembina an
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

melaksanakan pemantauan dan advokasi pelaksanaan bina
KHIBA;

melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembinaan Kesertaan Ber -KB mempun yai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan

dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar , prosedur
dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan
kesertaan ber -KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pembinaan Kesertaan Ber -KB mempunyai r incian
tuga s sebagai beriku t :

menyusun rencana kerja di Seksi Pembinaan Kesertaan Ber -
KB;

menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang pembinaan
kesertaan Ber -KB,;
melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB jalur peme rintah

dan jalur swasta;

menyiapkan bahan -bahan pembinaan, promosi dan konseling
kesehatan reproduksi;

menyusun rencana kerja operasional pelayanan KB;

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan program di Klinik KB
pemerintah dan swasta,

melaksanakan koordinasi  pelaksanaan pelayanan KB dengan
mitra kerja;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan efek
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samping dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi;

menyusun dan menghitung rencana kebutuhan alat
kontrasepsi;

melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pro gram
keluarga berencana;

melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;

dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai
tugas m elaksanakan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan dan p elaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur dan Kkriteria serta pemantauan dan
evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai
rincia n tuga s sebagai beriku t :
menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga;

menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang

ketahanan dan kesejahteraan keluarga keluarga;
melaksanakan pembinaan kelompok bina ketahanan
keluarga,;

memberikan f asilitasi kepada kelompok bina ketahanan
keluarga,;

melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait;
melaksanakan pembinaan dan bimbingan tekhnis kepada
kelompok PIK -Remaja;

mengembangkan dan memfasilitasi kelompok PIK -Remaja;
menetapkan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga;
penetapan syarat -syarat pembentukan kelompok UPPKS;
penetapan pengembangan UPPKS;

memfasilitasi pengembangan kualitas produk UPPKS;
pembinaan dan fasilitasi penggunaan teknologi tepat guna
pada kelompok UPPKS;

. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan

pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil
UPPKS;

memfasilitasi pendampingan kelompok UPPKS;
memfasilitasi kelompok UPPKS untuk mendapatkan
bantuan modal;

melaksanakan penetapan kriteria pemberian sertifikat
kelayakan usaha (SKU) bagi ke lompok UPPKS;
melakukaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
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program pemberdayaan keluarga;

memfasilitasi kemitraan kelompok UPPKS dengan usaha
ekonomi mikro;

melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberik an oleh atasan.

Unit Pelaksana Teknis

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat
dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukkan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional
sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri
atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan.

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara
tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Jumlah  jabatan fungsio nal sebagaimana  dimaksud
ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut sesuai dengan
peraturan perundang -undangan yang berlaku.
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TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing -masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sesuai dengan
tugas masing -masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib
mengawasi bawahannya masing -masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah -langkah  yang
diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan
yang berlaku.

Setiap pimpinan unit organsiasi di Lingkungan Dinas harus
menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di
lingkungan masing -masing untuk mewujudkan terlaksananya
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas
bertanggung jawab memimpin dan  mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas kedinasan.

Setiap pimpinan satuan organisasi di Li ngkungan Dinas
bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan
laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing -
masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada
atasan nya masing -masing serta memberikan laporan tepat pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada
bawahan.

Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Dinas wajib
melaksanakan pengawasan melekat
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(9) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan yang akurat tentang
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu atau
sewaktu -waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(10) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara
penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang -
undangan yang berlaku.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh
Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dina s dan Sekretaris Dinas
berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan
memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

KEPEGAWAIAN

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural serta jabatan fungsional ditetapkan se suai ketentuan
perundang -undangan.

2.2 Sumber Daya DP3APP dan KB Kabupaten Lebong

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak -
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A -PP dan
KB) Kabupaten Lebong Tahun 2016 -2021 memiliki 46 orang
dengan rincian 20 orang wanita dan 26 laki laki

Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak -Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3A -PP dan KB) Kabupaten Lebong adalah sebagai
berikut:

Kondisi Pegawai menurut pendidikan yaitu sebagai berikut:
(1) Doktor : -
(2) Strata 2/S2 : 1
(3) Sarjana Muda/S1 : 28
(4) Dl : 1
(5) DI : 1
(5) SMA /Sederajad : 12

(6) SMP/Sederajad : -
(7) SD/sederajad : -
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Kondisi pegawai menurut pangkat dan golongan adalah sebagai
berikut:

1

O© 0O NO Ol WDN

e ol
O WNPRO

Dinas Pember dayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A

Pembina Utama M uda (IV/c)
Pembina Tingkat I(1V/b)
Pembina (IV/a)

Penata Tk | (111/d)
Penata (lll/c)

Penata Muda TK.I (11l/b)
Penata Muda (lll/a)
Pengatur Tk | (1I/d)
Pengatur (ll/c)

Pengatur muda TK.I(II/b)
Pengatur muda (ll/a)
Juru tk.1 (I/d)

Juru (l/c)

Juru Muda TK.I(I/b)

Juru Muda (I/a)

1 orang
5 orang
9 orang
8 orang
9 orang
6 orang
1 orang
4 orang
3 orang

Kondisi pegawai menurut eselonisasi dan jabatan fungsional

Lebong adalah sebagai berikut:

-Pengendalian

-PP dan KB) Kabupaten

No Uraian Tahun 2017
1 Eselon Il 1 orang

2 Eselon Il 5 orang

3 Eselon IV 10 orang

4 | Jabatan Fungsional umum

5 | Jabatan Fungsional tertentu

2.3 KINERJA PELAYANAN DP3AP2KB Kab.Lebong

Tabel 2.4.1

Kinerja Pelayanan DP3AP2KB Kab.Lebong

BIDANG PELAYANAN SASARAN
Bidang KB dan Pelatihan, KIE, Remaja, Tokoh
keluarga Dialog agama, Tokoh
Sejahtera Warga, Advokasi dan masyarakat,

Sosialisasi Dinas/Instansi
Terkait, LSM
Bidang Pelatihan PLKB, Tokoh agama, Tokoh
Pengendalian Pengumpulan, masyarakat,
Penduduk pengolahan Lembaga
dan analisa data, kemasyarakatan
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Advokasi,
Evaluasi dan
Pelatihan

Bidang P2TP2A

Pencegahan dan
Penanganan Korban

LSM, Dinas/Instansi
Terkait, Tokoh

administrasi internal

Kekerasan agama,
Tokoh masyarakat
dan Korban
kekerasan
Bidang PUG Sosialisasi, Kelompok
advokasi, Masyarakat, LSM,
bimbingan teknis, SKPD,
Pelatihan Stakeholders terkait
Sekretariat Pelayanan Bidang dan subbid
kela ncaran DP3AP2KB

2.4 Tantangan dan P eluang Pengembangan Pelayanan

Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

1. Meningkatkan kualitas hidup masyara

pemberdayaan perempuan,

penduduk dan keluarga berencana.

2. Memberdayakan

perempuan

perlindungan anak,

Lebong sebagai

kat Lebong melalui

salah satu

anggota masyarakat yang produktif untuk meningkatkan

pengendalian

kesejahteraan masyarakat Lebong

Membentuk kabupaten Lebong s ebagai kabupaten yang
memberdayakan perempuan dan kabupaten hukum yang
berpihak pada perempuan dan anak

Menjadikan kabupaten Lebong sebagai kabupaten yang
membantu menggalakkan program KB dan pengendalian
penduduk sebagai program nasional

5. Meningkatkan peng uasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

bagi aparatur guna memberdayakan perempuaan,anak,
pengarustamaan gender, pengendalian penduduk serta
keluarga berencana guna tercapainya pelayanan yang prima
Menjadi Instansi yang dekat dengan masyarakat guna
menyelesa ikan permasalahan yang ada pada masyarakat
berkaitan dengan  memberdayakan  perempuaan,anak,
pengarustamaan gender, pengendalian penduduk serta
keluarga berencana
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7. Menjadi Penghubung di antara masyarakat dengan

pemerintah,masyarakat dengan hukum demi membela hak
perempuan dan anak demi kesejahteraan bersama

Menjadi Instansi yang bertanggung jawab untuk menjaga
kesejahteraan masyarakat dengan program KB dan
pengendalian penduduk
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BAB Il
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI
3.1 Identifikasi pe rmasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Dinas Pemberdayaan =~ Perempuan  Perlindungan  Anak

pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lebong

daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah s

Permasalahan -permasalahan yang dihadapi oleh perangkat

berikut:
a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

2. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan perangkat daerah.

3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk
menu njang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif
rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.

2. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah
dibandingkan daerah lain.

3. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah
lain.

4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah
dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.

5. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah,
terlihat dari rasio Ket  erwakilan perempuan dalam parlemen.

6. Kesenjangan pendapatan antara laki -laki dan perempuan

tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh
penduduk laki -laki dan penduduk perempuan.

c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat
dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan
jumlah kasus KDRT.

2. Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan
perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.

Kabupaten

ebagai

3. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga k erja dan buruh

migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus
kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.

4. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak
perempuan.
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5. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan
bencana

d. Permasal ahan terkait perlindungan anak:
1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak -
hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak
berhadapan dengan hukum (ABH)

2. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online
seperti pornografi, pelecehan  seksual, dan penipuan, terlihat
dari kasus pornografi dan cyber crime.

e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
1. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran,
terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte
kelahiran.

Masih tinggin ya anak yang tidak mengikuti PAUD.
Tingginya kematian pada bayi dan balita.

Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita

a M 0N

Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari
anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak
terlantar.

6. Masih ditemukann ya perkawinan pada usia anak.

7. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas
ramah anak

8. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah
anak.

f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi
masyarakat dalam  pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

2. Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia
industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

g. Permasalahan di Pengendalian Pemban gunan dan Keluarga
Berencana Berdasarkan :

1. Masih tinggi dan bervariasinya angka kelahiran.

Berdasarkan hasil SDKI tahun 20 15, TFR belum mencapai
sasaran yang ideal yaitu TFR 2,2. Selain itu, tingkat
kelahiran sangat bervariasi antar Kecamatan, menurut
kondi si sosial, ekonomi, serta geografis.
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2. Bervariasinya angka pemakaian kontrasepsi.

Prevalensi pemakaian kontrasevsi (Contraceptive Prevalence
rate/CPR) masih rendah dan bervariasi antar Kecamatan,
status ekonomi, tingkat pendidikan.

3. Masih tingginya dan berva riasanya unmetneed.

4. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran remaja dan
Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi.

5. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok -kelompok
kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemandirian
peserta KB.

3.2 Telaahan Visi,Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Program dan kegiatan pembangunan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Lebong, mengacu pada Program
Pembangunan Ka bupaten Lebong Tahun 2016 -2021, yaitu dalam
upaya menunjang terhadap pencapaian Visi Pemerintah
Kabupaten Lebong : 6 Terwujudnya Kabupaten
Mandiri dan Sejahteratd.

U Kabupaten Lebong: meliputi wilayah dan seluruh isinya.
Artinya kabupaten Lebong  dan warganya yang berada dalam
suatu wilayah dengan batas batas tertentu yang
berkembang sejak pemekaran dari kabupaten Rejang Lebong
pada tahun 2003

U Kabupaten Lebong yang oMaj uod:
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih
merata . peningkatan kualitas kehidupan adalah dimana
terjadi mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek
atau ukuran di banding daerah lain. Lebih merata di maknai
menurunnya ketimpangan antar penduduk dan
menurunnya ketimpangan antar wilayah. Tingkat kem ajuan
masyarakat di nilai berdasarkan ukuran , di tinjau dari
indikator sosial, dan kualitas sumber daya manusianya.
Masyarakat di katakan makin maju apabila sumber daya
manusianya memiliki kepribadian, berahlak mulia, dan
berkualitas pendidikan yang tingg I.

U0 Kabupaten Lebong yang omand:i
masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya
mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam
penanganan masalahnya,mampu merespon dan
berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan
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zamansecara otonom dengan mengandalkan potensi dan
sumberdaya yang di miliki. Masyarakat sudah tidak
bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam
menyelesaikan permasalahan permasalahan dan dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan .

U Kabupaten Lebong yang sejahtera : d i amknai sebagai
kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhannya
baik spiritual maupun material secara layak dan
berkeadilan sesuai dengan perannya dalm kehidupan.

Misi di susun dalam rangka mengimplementasikan langkah
langkah yang akan di lakukan dalam mewujudkan visi yang telah
di paparkan di atas.

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI | MISI

Mewujudkan SDM yang
berku alitas

Mewujudkan sarana dan
prasarana infrasruktur dan
aksesibiltas  pelayanan publik

yang baik
Terwujudnya Kabupaten Mewujudkan tata kelola
yang Maju, Mandiri dan pemerintahan yang baik
Sejatera berbasis IPTEK

Mewujudkan pengelolaan SDA
yang berdaya saing serta
berwawasan lingkungan
Mewujudkan tingkat kualitas
hidup masyarakat yang lebih
baik

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis DP3AP2KB

Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan
implikasi berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang
dalam proses, sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat atau
diperkirakan muncul dalam waktu dekat.

Dari beberapa masalah  yang ada pada DP3AP2KB Kab.
Lebong dalam 5 tahun (2016 - 2021) mendatang beberapa faktor
yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi
DP3AP2KB Kab. Lebong.

Beberapa isu strategis dalam pelayanan DP3AP2KB Kab. Lebong
yakni :
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TFR Tinggi Belum Menduk ung Penduduk Tumbuh Seimbang
Kawin Muda Masih Tinggi

Peran Serta Pria Dalam Ber KB Masih Rendah

Perlu pengoptimalan Mekanisme Operasional Lini Lapangan
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat

dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan da n
jumlah kasus KDRT

Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online
seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus
pornografi, cyber crime dll

Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak -
hak anak seperti pekerja anak, perkawinan di bawah umur

dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat
namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal
sebesar 100.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkan ya lebih rendah
dibandingkan daerah lain atau dibawah rata -rata provinsi

dan atau nasional.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
SERTA KEBIJAKAN

41 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Pere mpuan
Pengendalian  Penduduk  Dan Keluarga  Berencana
Kabupaten Lebong

A.Visi Dinas Pemberdayaan Pere mpuan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong

Untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi
pelaksanaan agenda pembangunan pemerintah Daerah tersebut di
atas, maka organisasi Satua n Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak -Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A  -PP dan KB) Kabupaten
Lebong Tahun 2016 -2021 menyesuaikan Visinya yitu :

Visi: OTerwujudnya  kesetaraan  dan Keadilan  gender
pemberday aan perempuan dan perlindungan Anak serta
keluarga kecil bahagia se jahtera dan berwawasan
kependudukano

Visi di atas memiliki makna yang sangat dalam, yaitu sebagai

berikut :

e Institusi pelayanan bidang pemberdayaan perempuan
perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga
berencana demi membangun masyarakat lebong yang
sejahtera di artikan DP3A -PP dan KB merupakan instansi
yang bertanggung jawab untuk membangun atau
memberdayakan perempuan, melindungi anak,
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan i kut
membantu program keluarga berencana demi membantu
pemerintah dan masyarakat Lebong menjadi sejahtera.

e Pemberdayaan perempuan di maksudkan bahwa DP3APPdan
KB harus mampu membangun perempuan perempuan
Lebong menjadi lebih maju dan lebih berkembang untuk ikut
ambil andil dalam membangun Lebong.

e Perlindungan Anak di artikan sebagai DP3APP dan KB
merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk
membantu anak anak lebong dari berbagai ketidak adilan dan
membantu mereka dalam mendapatkan hak hak seperti yang
telah di atur dalam UUD RI maupun Perda.

e Pengendalian Penduduk vyaitu DP3APP dan KB adalah
instansi  yang membantu menganalisis pengendalian
penduduk serta membantu menghambat lajur pertumbuhan

48



penduduk Lebong demi mensukseskan kemajuan dan
kesejahteraan Kabup aten Lebong

e Kesetaraan dan keadilan gender di maksudkan sebagai
DP3APP dan KB merupakan instansi yang bertanggung jawab
untuk menonjojolkan persamaan hak dan gender dengan
mengutamakan permasalah gender di kabupaten lebong.

Visi di atas dijadikan sebagai landasan penyusunan program dan
kegiatan DP3APP dan KB Kabupaten Lebong.

B.

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, DP3APP dan KB

kabupaten Lebong menetapkan M isi yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di
kabupaten lebong
Misi ini mengandung makna meningkatkan kesejahteraan
dan perlindungan anak dengan membangun kelembagaan
penanggulangan kekerasan serta penelantaran anak

2. Menonjolkan  persamaan hak dan gender dengan
mengutamakan permasalah gender di kabupaten lebong.

3. Meningkatkan KB dan kesehatan reproduksi
Misi ini mengandung makna meningkatkan komunikasi
informasi edukasi (KIE),pelayanan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi dengan pelaya nan bermutu dan
fasilitas terjangkau

4. Meningkatkan Pembangunan Keluarga Sejatera
Misi ini mengandung makna meningkatkan peran dan
fungsi keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan
ketahanan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi dan
ketahanan keluarga serta kesehatan reproduksi remaja
untuk menciptakan keluarga sejahtera

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kab.
Lebong

a. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang aka  n di capai atau di hasilkan
dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima
tahunan. Tujuan di tetapkan dengan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi serta di dasarkan pada lisu -isu dan
analisis lingkungan strategis.Tujuan mengarahkan
perumusan strategi  kebijakan program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasar tujuan yang

di tetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan
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anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana
(DP3APP&KB ) Kabupaten Lebong akan mengetahui hal hal
yang harus di capai dalam waktu kurun lima tahun kedepan
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan

yang

di  miliki

mempengaruhinya.
Perumusan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan

Perempuan perlindungan anak pengendalian pen
(DP3APP&KB ) Kabupaten Lebong tahun
dan misi yang telah di

keluarga berencana
2016 -2021 sesuai

tetapkan sebagai berikut:

serta

dengan visi

faktor

Tabel.IV.I
Keterkaitan Visi Misi,Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan

lingkungan

yang

duduk dan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendali an Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Lebong
Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan gender
. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
Visi . . )
serta keluarga kecil bahagia sejahtera dan
berwawasan kependudukan
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasar an
Meningkatnya
Pelayanan dan
perlindungan Penyelesaian
terhadap Pengaduan
Perempuan dan Perlind ungan
anak korban Perempuan dan
kekerasan di Anak (SPM IKK)
kabupaten
lebong
Meningkatnya
Partisipasi
Meningkatkan Perempuan di
kesejahteraan Pemberdayaan Meningkatnya lembaga
dan Pemberdayaan Pemerint ah dan
perlindungan perempuan dan Kualitas swasta (SPM)(IKK)
perlindungan . h
terhadap kehidupan Proporsi
anak _
perempuan Perempuan serta | Keterwakilan
dan anak Kesejahteraan Perempuan di
dan DPRD
Perlindungan Proporsi
Anak untuk Kedudukan
menunjang Perempuan dalam
ketahanan sebuah organisasi
keuarga dalam | pemerintahan
pembangunan di Proporsi
Kab. Lebong Kedudukan

Perempuan dalam
sebuah organisasi
non pemerintahan
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Indeks
Pembangunan
Gender
Meningkatnya
sarana, g?ekvueplsgsi eserta
Mewujudkan Mewujudkan pg'rf‘]ﬁ?:j;ﬁda” KB e
keluarga keluarga Eeluarga (SPM)(IKK)
sejahtera sejahtera berencana di
kabupaten Rasio Akseptor KB
lebong

B. Sasaran Stategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka
waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan -tindakan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sa saran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat
spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk
kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran -sasaran  Dinas
Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak pengendalian
penduduk dan kelu arga berencana (DP3APP&KB) Kabupaten
Lebong adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan
kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan

sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas
Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak penge ndalian
penduduk dan keluarga berencana (DP3APP&KB) telah

merumuskan sasasan -sasaran berikut indikator keberhasilan:
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Tabel.lV.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
keluarga Berenana Kab. Lebong

Terwujudnya kesetaraan dan Keadilan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak serta

Visi keluarga kecil bahagia sejahtera dan berwawasan kependudukan
Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan Pemberdayaan Meningkatnya Meningkatkan advokasi kepada Pemenuhan hak anak
kesejahteraan perempuan dan Pelayanan dan | berbagai pihak terkait tentang dengan fokus pada
dan perlindungan anak perlindungan terhadap pentingnya  perlindungan khusus percepatan pencapaian
perli ndungan Perempuan dan anak anak dari tindak kekerasan, Kabupaten/Kota Layak
terhadap korban kekerasan di eksploitasi, penelantaran  dan Anak.
perempuan dan kabupaten lebong perlakuan salah lainnya.
anak penyusunan, pemantauan, dan Peningkatan KKG dengan
evaluasi fokus pada penguatan
kebijakan/program/kegiat an kelembagaan
pembangunan di tingkat daerah. pengarustamaan gender,
penyusunan PPRG dan

pendampingan implementasi
PPRG.

Meningkatnya
Pemberdayaan Kualitas

Memperkuat jejaring kelembagaan
pemerintah, masyarakat dan dunia

Peningk atan peran
perempuan dalam berbagai

kehidupan Perempuan usaha di pusat dan daerah dalam tahapan dan proses
serta Kesejahteraan dan pelaksanaan, pengawasan, pembangunan di semua
Perlindun gan Anak | pemantauan, dan evaluasi bidang.

untuk menunjang | perlindungan khusus anak.
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ketahanan keuarga Meningkatkan pengawasan Penguatan dan peningkatan
dalam pembangunan di pelaksanaan penegakan hukum peran lembaga penyedia
Kab. Lebong berbasis restorative justice, layanan perlindungan
termasuk  pemberian  bantuan khusus anak dalam
hukum bagi anak sebagai pelaku, penanganan berbagai kasus
korban, atau saksi tindak anak.
kekerasan dan rehabilitasi sosial
anak.
Mewujudkan Mewujudkan Meningkatnya sarana, Penguatan kebijakan dan Advokasi program
keluarga keluarga sejahtera pelayanan,dan pengembangan strategi Advokasi kependudukan, keluarga
sejahtera pembinaan keluarga dan KIE tentang Program KKBPK berencana,
berencana di kabupaten yang sinergi, baik lintas sektor danpembangunan keluarga
lebong maupun lintas Pemerintah Pusat kepada para pembuat

dengan Pemerintah Daerah kebijakan, sertapromosi dan
Provinsi dan Kabupaten/Kota; penggerakan kepada
masyarakat
KIE dan konseling Kesehatan Peningkatan pengetahuan
Reproduksi Remaja dengan dan pemahaman kesehatan
melibatkan orang tua, teman reproduksibagi remaja
sebaya, toga/toma, se kolah, | melalui pendidikan,
dengan memperhatikan perubahan sosialisa si mengenai
paradigma masyarakat akan pentingnyaWajib Belajar 12
pemahaman nilai -nilai pernikahan tahun dalam rangka
dan pencegahan kehamilan yang pendewasaan
tidak diinginkan pada remaja; usiaperkawinan, dan
peningkatan intensitas
layanan KB bagi

pasanganusia muda guna
mencegah kelahiran di usia
remaja
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Selalu mensosialisasikan Undang -

Undang Perkawinan yang di
dalamnya mengatur serta
menetapkan tentang batas usia
nikah

Pembinaan ketahanan dan
pemberdayaan keluarga
melaluikelompok kegiatan
bina keluarga

Peningkatan Advokasi dan KIE
Program KKBPK (media, audiensi
dan momentum) kepada Mitra
Kerja dan Pemangku Kepenting
(stakeholders) di seluruh tingkatan
wilayabh;

an

Penguatan dan pemaduan
kebijakan pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi yang
merata dan berkualitas.
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4.2

Strategi dan kebijakan  Dinas Pemberdayaan Perempuan
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lebong

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan
sasaran dalam rangka pencapaian visi misi yang di uraikan
dalam tujuan dan sasaran, Penyusunan strategi dan arah
kebijakan menjadi bagian penting yang tidak dapat di
pisahkan.Strategi adalah la ngkah langkah berisikan program
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang di ambil
oleh Dinas untuk mencapai tujuan.Dalam rangka tersebut,
DP3AP2KB merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif (berdaya
guna,efisien,(berhasil guna).

Strategi dan arah kebijakan DP3APP dan KB Kab. Lebong di
susun berdasarkan visi dan misi yang telah di tetapkan dan

dengan memperhatikan masalah  keluarga berencana d an
perlindungan  perempuan. Dalam rangka optimalisasi
penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut di lakukan
analisa terhadap kekuatan,kelemahan,dan ancaman (ALE -ALl)

dan analisa SWOT dengan hasil sebagai berikut:
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Tabel IV. 3
Formula Strategi SWOT

Internal

IEA

EEA

Ekternal

STRONG/kekuatan WEAKNESS/kelemahan
1. Leadership Kepala Daerah yang 1. Kurangnya pendanaan dalam
kapabel dan aspiratif. pelaksanaan
2. Peraturan Bupati Lebong Nomor 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas

36 Tahun 2016 tentang Tugas dan
Fungsi DP3AP2KB Kabupate n
Lebong.

sumber daya aparatur

3 Kondisi wilayah lebong dalam
pelaksanaan

pelayanan kurang menguntungkan

OPPORTUNITIES/peluang

STRATEGI S - O (kekuatan x peluang)

STRATEGI W - O (kelemahan x peluang)

Keputusan Prosiden no 36 mengenai
Pengesahan konvensi anak

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989
tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000
tentang

Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional

Undang - Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Pengha pusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

1. Optimalisasi program
perlindungan perempuan,anak
dan keluarga berencana

1. Kerjasama antar petugas dan
masyarakat serta pemerintah
wilayah berkaitan
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Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional Nomor :
47/HK -)N/D5/2010 teantang Rencana
Strategis BKKBN Tahun 2010 6 2014
untuk Pembangunan Kependudukan
dan Keluarga Berencana;

Kem ajuan teknologi.

Masih belum memadainya jumlah dan

kualitas  tempat pelayanan bagi
perempuan korban kekerasan
Meningkatnya kasus kekerasan

terh adap perempuan dan anak;

Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

(TPAK) perempuan lebih rendah dari

laki -laki;

Belum efektif nya kelembagaan PUG dan

pemberdayaan perempuan  perempuan
dan anak;
Perlu dilakukan penyempurnaan

kelembagaan BKKBN di Pusat untuk
menjabarkan tugas dan fungsi yang
diamanatkan oleh Undang - undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

STRATEGI S - T (kekuatan x
ancaman)

STRATEGI W - T (kelemahan x ancaman)

Meningkatkan pelayanan
terpadu bagi perempuan korban
kekerasn

Kerjasama dalam pengembangan
program keluarga

bere ncana dan pengendalian
penduduk

1.

Meningkatkan animo masyarakat
mengenai pencegahan KDRT dan
pembangunan keluarga berencana

Meningkatkan kelembagaan PUG
dan pemberdayaan perempuan dan
anak
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Perspektif
Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali IKU

Tingkat Validitas KU

Unit/Pihak Penaggung
Jawa IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode

Jenis Cascading
Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

| IKU 1 |

Stake holder |

Meningkatnya pemberdayaan,kualitas Kehidupan Perempuan
serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang
ketahanan keluarga

Peningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan
anak untuk meningkatkan ketahanan kkiarga

Index pembangunan gender

index pemberdayaan gender

Definisi
Kekerasan fisik dan fisik pada perempuan dan anak di
kabupaten lebong

Persentase KDRT menunjukkan tingkat keberhasih atau
kegagalan Program peningkatan kualitas hidup perempuan
dan anak

Formulasi.
Persentase jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tujuan Strateqis

Terlaksananya pemberdayaan,kualitas Kehidupan Perempua
serta kesejahteraan dan perlindmgan anak untuk menunjang
ketahanan keluarga

Persen |
() High ( ) Moderate ( )Low \
() exact () Proxy ( )Activiy |
DP3AP2KB

Sekretaris dan Kepala Bidang

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Rekonfirmasi

() Sum ( ) Average ( )take last
known file

( ) Direct () Indirect (' ) Non-Cascading Compliment‘

() Sum ( ) Average |

( ) Maximize () Minimize ( )Stabilize

( ) Bulanan ( ) Minimize ( )Stabilize(x) Tahunan
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MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali IKU
Tingkat Validitas IKU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode

Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

| IKU 2 |

: | Stake holder \

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
(SPM IKK)

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
merupakan ketersiapan penyésaian kekerasan terhadap
perempuan dan anak di kabupaten Lebong oleh lembaga
terkait

: | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat penanganan \

Definisi

Kekerasan fisik dan fisik pada perempuan dan anak
kabupaten lebong dan mendapat pelayanan dari lembaga
terkait

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di tand
tangani secara tuntas oleh lembaga

Formulasi.
Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan

Tujuan Strategis
Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
korban kekerasan

. | Persen |

: | ( ) High ( ) Moderate ( )Low \

- | () exact () Proxy ( )Activiy |
DP3AP2KB

- | Sekretaris dan Kepala Bidang |

: | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi \

Rekonfirmasi

: ‘ () Sum ( )Average ( )take last known file ’
( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading
Compliment
: | () Sum ( ) Average

() Maximize () Minimize ( )Stablize

: | () Bulanan ( ) Minimize  ( )Stabilize(x) Tahunan
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Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali IKU

Tingkat Validitas KU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konslidasi Periode

Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND
DAN KELUARGA BERENCANA (DP2KB) KABUPATEN LEBONG

| IKU 3 |

Stake holder |

Menguatkan kelembagaan pengarustamaan Gender dan anakl

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
merupakan ketersiapan penyelesaian kekerasan terhadap
perempuan dan anak di kabupaten Lebong oleh lembaga
terkait

Jumlah perempuan dan anak yang mendapat penanganan \

Definisi_

Kekerasan fisik dan fisik pada prempuan dan anak di
kabupaten lebong dan mendapat pelayanan dari lembaga
terkait

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di tand
tangani secara tuntas oleh lembaga

Formulasi
Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan

Tujuan Strateqis

Meningkatnya pelayanan terhadap perempuan dan anak
korban kekerasan

]

Persen ‘
() High ( ) Moderate ( )Low ‘
() exact () Proxy ( )Activiy |
DP3AP2KB

|

Sekretaris dan Kepala Bidang \

|

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi \

Rekonfirmasi

() Sum ( ) Average ( )take last
known file
( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading
Compliment
() Sum ( ) Average

( ) Maximize () Minimize ( )Stabilize

( ) Bulanan ( ) Minimize ( )Stabilize(x) Tahunan
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MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND
DAN KELUARGA BEREMNA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali 1KU

Tingkat Validitas IKU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode

Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

IKU 4

: | Stake holder

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender

Persentase peningkatan perempuan di bidang pemerintahan
di kabupaten lebong

: | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat penanganan

Definisi
Peningkatan peran perempuan dalam lembaga pemerintahan
yang berbasis gender

Formulasi
Peningkatan peran perempian dalam lembaga pemerintahan
yang berbasis gender

Tujuan Strateqis

Meningkatnya pemberdayaan,kualitas Kehidupan Perempuan
serta kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menunjang
ketahanan keluarga

- | Persen ]

: ‘ () High ( ) Moderate ( )Low \

- | () exact () Proxy ( )Activiy |
DP3AP2KB

: | Sekretaris dan Kepala Bidang

: | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Rekonfirmasi

() Sum () Average ( )take last
known file
( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading
Compliment
: | () Sum () Average

( ) Maximize () Minimize ( )Stabilize

: | ( ) Bulanan ( ) Minimize ( )Stabilize(x) Tahunan
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MANUALINDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND

DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali IKU

Tingkat Validitas KU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode

Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

IKU 5

Stake holder

Terserasikannya kebijakan peningktan kualitas perempuan
dan anak

Penyusunan terhadap perbup mengenai peningkatan kualitas
anak dan perempuan

Kebijakan bagi perempuan dan anak

Definisi_
Perempuan dan anak yang mendapat kebijakan/ peraturan
Bupati

Formulasi.
Jumlah Perbup yang di Skkan di bagi jumlah Perbup yang
tertulis di kali 100

Tujuan Strategis
Meningkatnya kebijakan bagi perempuan dan anak

. | Persen |

: ‘ ( ) High ( ) Moderate ( )Low \

.| () exact () Proxy ( )Activiy |
DP3AP2KB

. | Sekretaris dan Kepala Bidag

: | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Rekonfirmasi

() Sum ( ) Average ( )take last
known file
( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading
Compliment
: | () Sum ( ) Average

( ) Maximize () Minimize ( )Stabilize

: | ( ) Bulanan ( ) Minimize ( )Stabilize(x) Tahunan
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MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND

DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali KU

Tingkat Validitas KU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode

Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

IKU 7

: | Stake holder

Pengendalan pertumbuhan penduduk

Pengendalian pertumbuhan penduduk
(kelahiran,pendidikan,kesehatan,pertumbuhan)

: | Cakupan prevalensi peserta KB aktif

Definisi
Peserta KBmerupakan PUS yang menggunakan alat
kontrasepsi

Eormulasi.

Peserta KB aktif di bagi seluruh pasangan usia subur di kali
100

Tujuan Strateqis
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

. | Persen |
: | ( ) High ( ) Moderate ( )Low \
.| () exact () Proxy ( )Activiy |
DP3AP2KB
- | Sekretaris dan Kepala Bidang |
. | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi \
Rekonfirmasi
() Sum ( ) Average ( )take last
known file
( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading
Compliment
: | () Sum ( ) Average
( ) Maximize () Minimize ( )Stabilize
: | ( ) Bulanan ( ) Minimize ( )Stabilize(x) Tahunan
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MANUALINDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali IKU

Tingkat Validitas KU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode

Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

IKU 6 |

: | Stake holder \

Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Peningkatan peran perempuan di lembaga pemerintah

: | Perempuan di lembaga yang berbasis gender

Definisi
Perempuan di lembaga yang berbasigender

Formulasi
Persentase meningkatnya peran perempuan di lembaga yang
berbasis gender

Tujuan Strategis
Meningkatnya kebijakan bagi perempuan dan anak

- | Persen |

: ‘ () High ( ) Moderate ( )Low \

.| () exact ( ) Proxy ( )Activiy |
DP3AP2KB

. | Sekretaris dan Kepala Bidang ]

: | Laporan Hasil Monitoringdan Evaluasi \

Rekonfirmasi

() Sum ( ) Average ( )take last
known file
( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading
Compliment
- [ () Sum ( ) Average

( ) Maximize () Minimize ( )Stabilize

: | () Bulanan () Minimize  ( )Stabilize(x) Tahunan
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MANUAL INDIKATOR WNERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND

DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali IKU
Tingkat Validitas IKU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabih tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode
Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

IKU 8

Stake holder

Meningkatnya Jumlah Akseptor KB di kab Lebong

untuk mencegah kehamilan

Akseptor merupakan alat kontrasepsi yang di gunakan PUS

Rasio akseptor KB

Definisi

Pus Pengguna Alkon di bandingkan PUS pengguna KB

Formulasi

Peserta KB aktif di bagi pasangan usia subur di kali 100

Tujuan Strategis
Meningkatnya jumlah akseptor KB

- | Persen |
: ‘ () High ( ) Moderate ( )Low ]
.| () exact () Proxy ( )Activiy \
DP3AP2KB
- | Sekretaris dan Kepala Bidang |
- | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi |
Rekonfirmasi
() Sum ( ) Average ( )take last
known file
( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading
Compliment
-] () Sum ( ) Average
( ) Maximize ( ) Minimize (
)Stabilize
( ) Bulanan ( ) Minimize ( (X) Tahunan
)Stabilize
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Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali KU

Tingkat Validitas KU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Daga

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode

Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREVAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDI
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

IKU 9

: | Stake holder

lebong

Meningkatnya fasilitas bagi PLKB/PKBdan sub PPKBD di kab,

Lembaga dengan masyarakat)

PLKB merupakan perencana penting dalam meningkatkan
keefektifan program keluarga berencana ( Penghubung

Rasio PLKB (Penyuluh lapangan KB)

Definisi_
PLKB (Penyuluh lapanagn KB)

Formulasi

PLKB di kali 100

Jumlah PLKB yang mendapat fasilitas di bagi jmlah seluruh

Tujuan Strateqgis

Meningkatnya fasilitas PLKB di seluruh kabupaten lebong

. | Persen |
: ‘ ( ) High ( ) Moderate ( )Low \
.| () exact () Proxy ( )Activiy |
DP3AP2KB
- | Sekretaris dan Kepala Bidang |
. | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi |
Rekonfirmasi
() Sum ( ) Average ( )take last
known file
( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading
Compliment
-1 () Sum ( ) Average
( ) Maximize () Minimize ( )Stabilize

: | ( ) Bulanan () Minimize

( )Stabilize(x) Tahunan
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MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND

DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali IKU

Tingkat Validitas 1KU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode
Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelaporan

IKU 10

Stake holder

Meningkatnya Kesehatameproduksi remaja

kultural)

kesehatan reproduksi remaja yakni kondisi sehat menyangkut
sistem,fungsi dan proses reproduksi (sehat mental dan sosio

Meningkatnya Kesehatan Reproduksi &naja

Definisi.
Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja

Formulasi
Jumlah siswa smp/SMA yang mendapat advokasi di bagi
jumlah siswa yang tertulis di bagi 100

Tujuan Strategis
Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaj

- [ Persen |

: ‘ () High ( ) Moderate ( )Low ]

.| () exact () Proxy ( )Activiy \
DP3AP2KB

: | Sekretaris dan Kepala Bidang

: | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Rekonfirmasi
() Sum ( ) Average ( )take last
known file

( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading

Compliment
-1 () Sum ( ) Average

( ) Maximize () Minimize (
)Stabilize

( ) Bulanan ( ) Minimize ( (x) Tahunan
)Stabilize
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DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PEND

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBONG

Perspektif

Sasaran Strategis

Deskripsi Sasaran strategis :

Indikator Kinerja Utama

Deskripsi

Satuan Pengukuran

Tingkat Kendali IKU

Tingkat Validitas KU

Unit/Pihak Penaggung
Jawab IKU

Unit/Pihak Penyedia Data
Sumber Data

Tindakan apabila tidak
tersedia data

Jenis Konsolidasi Periode
Jenis Cascading

Jenis Konsolidasi Lokal

Polarisasi

Periode Pelapora

IKU 11

: | Stake holder

Meningkatnya kesehatan Ibu Bayi dan Anak

kesehatan Ibu Bayi dan Anak di maksudkan sebagai salah sg
bagian dari program keluarga berencana

: | Meningkatnya kesehatan |bu Bayi dan Anak

Definisi

Penekanan kesehatan ibu bayi dan anak di fokuskan pada pu
yang menjadi peserta KB aktif

Formulasi

Peserta KB aktif di bagi pasangan usia subur di kali 100

Tujuan Strateqis

Pengerdalian Pertumbuhan Penduduk

. | Persen |
: ‘ ( ) High ( ) Moderate ( )Low \
.| () exact () Proxy ( )Activiy |
DP3AP2KB
- | Sekretaris dan Kepala Bidang |
- | Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi |
Rekonfirmasi
() Sum ( ) Average ( )take last
known file
( ) Direct () Indirect ( )Non-Cascading
Compliment
-1 () Sum ( ) Average
( ) Maximize () Minimize (
)Stabilize
( ) Bulanan ( ) Minimize ( (x) Tahunan
)Stabilize

68



BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seluruh Program prioritas yang akan di laksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan,Pengendalian Pe nduduk dan keluarga
Berencana Kabupaten Lebon dalam waktu kurun 5 tahun (tahun
2016 -2021) sebagai berikut:
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TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINASPEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DANELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LEBONG
Visi : TerwujudnyaKesetaraan Dan Keadilan Gender,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,Serta Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Dan 8sawaw

Kependudukan
. . L . Target
No. Tujuan Sasaran Indikaktor Kinerja Formulasi
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Misi 1 : Meningkatkan Kesejaheraan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak
1,1 Pemberdayaan Meningkatkan Persentase Meningkatng | Jumlah Kasus N/A 24 24 24 24
Perempuan dan Kualitas Hidup Kualitas hidup Kekerasan terhadap
Perlindungan Anak Perlindungan dan Perempuan (%) perempuan dan anak
perlindungan di bagi jumlah
Perempuan perempuan di kali
100
1.2 Menguatkan Cakupan Perempuan dan | Jumlah kasus 0 18 23 26 28

Kelembagaan
Pengarustamaan

Gender dan Anak

Anak korban kekerasan
yang mendapatlan
penanganan pengaduan

oleh Petugas Terlatih

Kekerasan
Perempuan dan anak
yang di tangani di
bagi jumlah kasus
perempuan dan anak
yang terjadi di kali
100




1.3 Meningkatnya Peran | Meningkatnya Partsipasi | Jumlah Eselon N/A N/A 22 25 26 27
serta dan Perempuan dan Anak Perempuan di bagi
kesetaraan gender | sebesar 5% jumlah seluruh eselon
di kali 100
1.4 Ter§era5|kannya Persentase meningkatnya| Jumlah Perbup yang
kebijakan ), : X .
; kebijakan terhadap di SKKan di bagi
peningkatan 0 0 24 26 26 25
kualitas anak dan perempuan dan anak Jumlah Perbup yang
yang dirumuskan (%) tertulis di kali 100
perempuan
1.5 Menguatnya Persentase meningkatnya Jumlah peserta yang
peran perempuan dalam | : ; .
Kelembagaan : ikut workshop di bagi
pengambilan keputusan | . . 0 0 21 26 26 26
Pengarustamaan di lembada vam berbasis jumlah yang tertulis
Gender dan Anak gayary di kali 100
gender (%)
Misi 2 : Mewujudkan Keluarga Sejahtera
2,1 Mewujudkan Keluarga Cakupan Persentase Pesrta KB aktif di bagi
Seiatera /Prevelensi Peserta | terkendalinya/Penurunan | Pasangan usia subur 0 0 17 20 23 24
) KB aktif (SPM/IKK) | angka kelahiran (%) di kali 100
Meningkatnya Persentase Meningkatnya| Pesrta KB aktif di bagi
Pelayanan Pelayanan bagi Akseptor | Pasangan usia subur 0 6 20 22 25 27
Kontrassepsi KB (%) di kali 100
. . .| Jumlah PLKB/PKB
Terbinanya peran Persentase fasilitas bagi
sera masyarakat petugas PLKB/PKB yang mendapat
! fasilitas di bagi jumlah 0 7 16 25 26 26
dalam pelayanan PPKBD dan Sub PPKBD luruh f di
KB/KR mandiri (%) seluruh PLKB/PKB di
kali 100
Persentase Meningkatnya| Jumlah siswa
Terlaksananya remaja (siswa Smp/sma) | smp/SMA yan
kesehatan ) X b yang 0 0 25 25 25 25

reproduksi remaja

yang mendapat advokasi
(%)

mendapat advokasi di
bagi jumlah siswa




yang tertulis di bagi
100

Program Promosi
Kesehatan Ibu, bgi

Persentase Meningkatnya

Peserta KB aktif di

dan Anak melalui kesehatan ibu, bayi dan | bagi pasangan usia 25 25 25 25
kelompok Kegiatan | anak (%) subur di kali 100
di Masyarakat
Jumlah Pusat/
Persentase Mningkatnya | Pelayanan Informasi
Berkembangnya | dan k i
Pusat Pelayanan persentase pelayanan an konseling
i bagi remaja yang mau KB/KRR ang di 25 25 25 25
Informasi dan . . .
) melakukan konseling KRR| kembangkan di bagi
konseling KRR o . :
(%) jumlah yang tertulis
di kali 100
Meninakatnva Jumlah Siswa yang
Penang ula¥1 an Persentase Meningkatnya| mendapat sosialisasi
N9y 9 Siswa yang mendapat di bagi jumlah seluruh 25 25 25 25
Narkiba,PMS S . .
termasuk HIV AIDS Sosialisasi (%) siswa di k_abu_paten
Lebong di kali100
Jumlah Tenaga
TersedianyaTenaga | Persentase Meningkatnya | pendamping yang di
pendamping Jumlah Tenaga latih di bagi Jumlah
i ) ) 25 25 25 25
Kelompok Bina pendamping Kelompok tenaga pendamping
Keluarga Bina Keluarga (%) yang tertulis di kali
100
. Jumlah model
Berkembangnya Persentase meningkatnya .
. ) . operasional BKB
Bahan Informasi informasi tentang PosvanduPadu van
tentang pengasuhan | Pengasuhan dan y yang 25 25 25 25

dan tumbuh
kembanganak

pembinaan tumbuh
kembang anak (%)

di sediakan di bagi
Jumlah yang tertulis
di kali 100




Program

pengembangan Berkembannya model Jumlah BKB hollistic

Model Operasional | Operasional BKB integratif di bagi 0 0 25 25 25
BKB-Posyandu- Posyandu Padu jumlah BKB di kal 100

PADU

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 19 Juni 2019.
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Tabel V. 1
Rencana Program yang di sertaiukabuPendanaan DP3AP2KB Kab Lebong

Bid
Program Persentase Jumlah 734.945 | 1.268.000 1.497.000 1.630.000 1.862.00Q Sekretarig
Pelayanan| Meningkatn Penyediaa | bulan yang t
Administr | ya n Jasa mendapat (bula
asi Kelancaran O e e e e Surat Pelayanan n) 2 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Perkantor | internal Menyurat | Jasa Surat
an SKPD (%) Penyurat
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Jumlah

Penyediaa | pulan yang
n Jasa mendapat
Komunika | Jasa (bula 12
si, Sumber | Komunikasi,| n) 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Daya Air Sumbelj
dan Listrik | Daya air dan
Listrik
Penyediaa
n Jasa .
. frekuensi
Pemelihar pengurusa
aan c!an n perizinan (tahu 1 1
Perizinan n) 1 1 1 1
Kendaraan
Kendaraan Dinas
Dinas/Ope
rasional
Penyediaa | Jumlah PNS
n Jasa dan Non (oran
Admlnlstra PNS yang 9 26 25| 35| 37| 38| 39
si menerima
Keuangan | Honorarium
) Jumlah
Penyediaa | bulan yang
n Jasa mendapat (bula 12
Kebersiha | peralatan n) 12 | 12 | 12 | 12 | 12
n kantor kebersihan
kantor
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Jumlah

; bulan yang
Pen i
nil;?‘?’lflie}s mendapat (bula 12
Kantor Pemenghan n) 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Alat Tulis
kantor
Penyediaa | Jumlah
nBarang | b
Cetakan p (bula
dan pemenuhan| =) 12 1212 12| 12| 12
Barang Yan
Penggand Dicetak dan
aan Digandakan
Penyediaa | Jumlah
n bulan yang
f (bula
Z/Iaankanan mﬂsz n) 12 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Minuman minum
Jumlah
Rapat bulan untuk
Rapat_ | melakukanp
Koordinasi erjalanan (bula
dan dinas luar n) 12 o | 1212 12] 12
Konsultasi | daerah
Ke Luar
Daerah
Jumlah
Rapat bulan untuk
Egc))?(tj'nas' melakukan
Inast | perjalanan
dan dinas Dalam (L;‘]‘;'a 12| 121212
Konsultasi | daerah
Dalam
Daerah
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Jumlah

Penyediaa | bulan untuk
n Jasa jasa
Peralatan | Peraléan
dan dan (bula 12 12| 12| 12
Perlengka | Perlengkapa n)
pan n kantor
Kantor
Jumlah
. bulan untuk
Penyediaa | .
n Jaia J[‘)atfretzaikan (bula
Perbaikan peralatan n) 12 | 12 | 12 | 12
Perglatan kerja
Kerja
Penyediaa | Jumlah
n bulan untuk
komponen Eenyediaan
instalasi <omponen (bula
listrik/Pen | listrik n) 12| 12 | 12 | 12
erangan
bangunan
kantor
. Jumlah
rF]’enyedlaa bulan
peralatan Penyedaa bulan
dan n peralatan ) 12| 12| 12| 12
perlengka dan
pan kantor perlengkap
an kantor
. Jumlah
rI?enyedlaa bulan
eralatan | envediaa | (bula 121 12| 12| 12
gu mah n peralatan | n)
Tangga Rumah
Tangga
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Jumlah

Penyediaa | Pahan
n bahan bacaan dan
peraturan
g:ﬁaan perundang | (buku
Peraturan undangan | /perat
d yang uran)
Perundan | jersedia
g-
Undangan
965.000
Persentase 640.000 | 655.000| 670.000| Sekretari
Program | Terpenuhin Pengadaa at
Peningkat| ya sarana n Jumlah
an Sarana| prasarana Komputer | Laptop dan .
dan penunjang S| | e dan Printer yang )
Prasarana| tugas Perlengka | diadakan
Aparatur | Aparatur pannya
(%)
Pengadaa | Jumlah
n Peralatan (Unit
Peralatan | Gedung buah’
Gedung kantor Yang )
kantor Diadakan
Pengadaa
Len Jumlah
. Meubelair
Meubelair yang (unit)
§Tedm°”d diadakan
Pengadaa
Len Jumlah
Kendaraan gienn;jsa;zig (unit)
Dm'as/Ope diadakan
rasional
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Pemelihar

aan frekuensi
Rutin/Berk | Gedung .
ala kantor Yang (kali) - 1 L 1 1
Gedung Dipelihara
kantor
Terlaksanan
ya
Landskiping (pte;ke - 1 1 1 1
dan rehab
pagar dina
Terlaksanan
ya Instalasi | (pake )
listrik t) 11111
Pemelihar jumlah bular
aan Rutin ;gtmucl-(zliharaa
Berkala/Pe n komputer, bulan 12 12
ralatan ) 12 | 12 | 12 | 12
Gedung Lapt_op,
service
kantor elektronik(
120000 90000 140000 | 110000 Bid
Jumlah Sekretarig
Pengadaa :
Pl Persentase g pakaian t
Peningkat meningkatn n Pakaian PNS dan
28 i | vadisipiin | 1% 261201 30| 24 Eg‘rﬁ"‘; NonpNs | (Sl | 65| 60 | 73| 77
A a‘:atur aparatur (%) yang
p Tertentu diadakan
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Pengadaa | jumlah
n Pakaian | pakaian
Dinas PNS dan (stell)
beserta Non PNS 65 | 69 | 73 | 77
perlengka | yang
pnnya diadakan (
Jumlah
Pengadaa | Pakaian
n Pa?kaian PNS dan
Korpri Non PNS (stell) 65 -1 73 -
yang
diadakan
255.000| 280.000| 280.000| Sekretari
Pendidika | Jumlah at
n dan PNSyang | (oran 4
Pelatihan | mengikuti 9) 4 4 4
Formal Pelatilan
Bimbingan
Teknis
Implemen | Jumlah
tasi PNSyang | (oran 4
Peraturan | mergikuti 9) 4 4 4
Perundan | Bimtek
g
Undangan
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(kegi

atan)(
SKP,
Sosialisasi | Jumlah ;Zts?(
Peraturan | sosialisasi ah
Perundan | yang Dinas
g- dilaksanaka
Undangan | N Keua
ngan,
Kears
ipan
77000 77000 77000 | Sekretarig
Program !
Peningkat Penyusuna
an Persentase n Laporan
Pengemb | Meningkatn Capaian
angan ya tertib Kinerja i]duomkluanr; en (bua
Sistem perencanaa| 100 25| 25| 25| 25 dan an h
Pelaporan| n dan Ikhtisar %/ers%sun doku
Capaian | pelaporan Realisasi men)
Kinerjia | (%) Kinerja
dan SKPD
Keuangan
Jumlah (bua
P
neg;suna Idokumen h
SKPDp yang doku
tersusun men)
Penyusuna
na Jumlah
Pelaporan laporan (bua
Keuangan keuangan h
Semestera yang lapor
n tersusun an)
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Penyusuna

n Jumlah (bua
Pelaporan | Laporan h
Prognosis | yang Lapo
Realsasi tersususn ran)
Anggaran
Penyusuna
n Jumlah (bua
Pelaporan | Laporan h
Keuangan | yang
Akhir tersususn I;zﬁ;)
Tahun
g;’sst'ear:fas' Jumlah 370.000 | 1.000.00q 990.000 | 1.015.00q 1.045.00q
Penacatat Sosialisasi
an dan dan sistem Kali Bid PP
pelaporan pencatatn
KDRT KDRT
Program P—
i umlal
:rt]anmgkat Persentase Penyusuna| ..
Kualitas LR TIACLE n Sl;tem perlindung
Hidup dan ﬁdﬁ”a"tas 24 | 24 | 24 | 24 Zsrllj'gdi””g an yang Pfrb Bid. PP
Perlindun perer%puan Pererrg\’ ua disusun P
gan (%) P (peraturan
Perempua| *”° n
p 2)
n
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Jumlah

Bid. PP

Bid. PP

Penyqsuna Profil
n Profi Perlindun
Perlindung 9
an
an Perempua Buku
Perempua Profi 0
n Terhadap
n . |
tindak
Terhadap
. kekerasan
tindak an
kekerasan | Y29
disusun
Fasilitasi
Upaya Jumlah
Perlindung
an kasus
Perempua terhadap Kasu 17
n perempua s
Terhadap Pe?/tzclg ani
Tindak 9
kekerasan
Jumlah
kasus
terhadap
Monitorin anak dan
g, Evaluasi| perempua | Kasu 0
dan n yang s
Pelaporan | dimonitor,
evaluasi
dan
pelaporan
Peningkat | Jumlah
an Reran kegiatan
wanita sosialisasi .
) Kali 0
Keluarga peningkata
Sehat n peran
Sejahtera | wanita

Bid. PP

Bid. PUG
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Sosialisasi

dan
bimtek
satgas
kekerasan | jumlah
terhadap peserta oran
. g 500 | 500 | 500
perempua | sosislisasi
n dan anak
di
kabupaten
Lebong
Jumlah
.. .| Peserta
Sosialisasi sosialisasi
P2TP2A | potpoa
tentang
tentang
pencegah
pencegaha
an n tindaak Oran
tindakan g 150| 150 170
kekerasan
kekerasan
terhadap
terhadap
perempua
perempua
n dan
n dan anak
anak(orang
)
Jumlah
Sosialisasi | SD,SMP,da
pencegah | n SMA
an yang
kekerasan | mengikuti
terhadap sosialisasi | Oran
perempua | pencegaha g 24| 24| 24
ndananak| n
di sekolah | kekerasan
SD,SMP,d | terhadap
an SMA perempua
n dan anak
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Jumlah

sosialisasi
Advokasi dan
dan pelatihan
fasilitasi PUG dan Kegi
PUG bagi | pembentu atan
Perempua | kan Vocal
n Point di
Kabupaten
(kegiatan)
kegiatan
PKK untuk
Penguatan
Penguatan
kelembag
kelembaga
aan .
an Kegi
Pengarusu
Pengarusut | atan
tamaan
Gender amaan
dan Anak Gender
dan Anak
(kegiatan)

1.070.00¢

2.015.00d

2.290.000

2.440.00(

2.560.00d

Bid PUG

PKK
(PUG)
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cakyan

Bid PUG

perempuan
dan anak
korban Jumlah
P kekerasan 7
Penguata St Pengemba geg'.atlf’m .
n ngan osialisasi
Kelembag zqendapatka Sistem data Keai
aan 18 | 23| 26 | 28 | terpilah g
Pengarus penanganan Informasi lakidaki atan 1 1 1
utamaan | Pengaduan Gender dan
Gender oleh dan Anak
erempua
dan Anak petugas i
terlatih n
didalam unit
pelayanan
terpadu (%)
Fasilitasi
Pengemba
ngan
Pusat Jumlah
Pelayanan | korban
Terpadu kekerasan | Kasu
Pemberda | yang S 12 12| 12
yaan mendapat
Perempua | kunjungan
n dan
Anak
(P2TP2A)

Bid PP
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Peningkat
an

Bid PP

Kapasitas
dar_] Jumlah
Jaringan
kecamatan | Keca
Kelembag .
binaan GSI | mata 4
aan (kecamata n 4 4 4
Pemberda n)
yaan
Perempua
n dan
Anak
Peningkat
an
Kapasitas
dan
Jaringan Jumlah Kelo
Kelembag | Forum Mmoo
aan anak yang IE 13 13| 13| 13
Pemberda | terbentuk
yaan
Perempua
n dan
Anak
Jumlah
Pemetaan organisasi
Potensi 9
- .| dan
Organisasi
Lembaga
dan
Masyaraka
Lembaga
mas k tyg
yaraka Orga
tyang berperan nisas 5
dalam . 5 5 5
berperan emberda i
dalam P y
aan
pemberda
2an perempua
y n dan anak
perempua (organisasi
n dan anak )

Bid PP

Bid PUG
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Pengemba

Bid PUG

Bid PUG

Bid PUG

ngan Jumlah
materi dan | pengemba
pelaksana | ngan
an KIE materi dan
tentang pelaksanaa Pese
Kesdaraa | n KIE rta 100| 100| 100| 100
n dan tentang
keadilan KKG
Gender (peserta)
(KKG)
. Jumlah
Evaluasi . .
Pelaksana evaluasi Kegi 1
PUG atan 1 1 1
an PUG ;
(kegiatan)
Jumlah
kasus
terhadap
Monitorin perempua
.| ndan anak
g, Evaluasi ana di Kasu 7
dan yang s 7 5|/ 5
monitor,
Pelaporan .
evaluasi
dan
dilaporkan
(kasus)
Pengadaa | Jumlah
n sarana sarana PKK
dan yag Unit 5
- 5 5 5
prasarana | diadakan
PKK (unit)

Bid PUG
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Pembinaa Jumlah

" -« | Organisasi Orga

Organisasi nisas 1
Perempua PerempL_lan i 1 1 1
n yang dibina

Pendidika

n dan

Pelatihan ;:gahan

Peningkat | o 0@ PPA | Kali 1

an Peran yang 1 1 1
Serta dan diadakan

Kesetaraa

n Gender

Kegigan

penyuluha

n bagl ibu Jumiah i

Tangga gﬁrgga yang Oran

dalam beri g 100| 100 | 100| 100
membang penyuluhan

un

Keluarga

Sejahtera

Bimbingan

Manajeme

nUsaha | Jumlah

bagi perempuan | Oran

perempua | yang g 100| 100| 100| 100
n dalam dibimbing

mengelola

usaha

940.000

1.035.000

300.000

100.000

100.000

1.120.00¢

1.205.000

GOw
(PUG)

350.000

Bid. PP

125.000

Bid. PP

125.000

Bid PUG
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Pameran

hasil karya 100.000 130.000
perempua | Jumlah
ndi pameran Kali 1 Bid PUG
bidang yang diikuti
pembangu
nan
Monitorin | Jumlah 40.000 40.000
g, Evaluasi | monitoring . .
dan yang Kali 7,00 Bid PUG
pelaporan | dilakukan
Perumusa 315.000
n 290.000 315.000| 305.000| 315.000
kebijakan
peningkat
an kualitas | Jumlah
Hidup kebijakan
(bua .
perempua | yang h) 1 Bid PP
ndi dirumuska
bidang n
ilmu
pengetah
uab dan
teknologi
Perumusa
Program | Persentase n 75.000 75.000
Keserasia| meningkatn kebijakan
n ya ;
- - peningkat | Jumlah
etan | ctian |
- perempuan 24126 | 26 | 25 dan posisi yang h) 1 Bid PUG
Kualitas dan anak (eI PEL dirumuska
Anak dan| yang ndibidang | n
Perempua| dirumuskan politik dan
n (%) jabatan
publik
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Pelaksana

an
sosialisasi
yang
terkait
dengan
kesgtaran Jumlah
gender, | Peserta | (ora 100| 100| 100 100
pemberyda sosialisasi ng)
yaan
perempua
n dan
perlindun
gan an&k
Terlaksana
nya gugus
tuigas kota
layak
anak,Ruma i(;gg 1
h sakit 1 1 1
ramah )
anak,sekol
ah ramah
anak (KLA)
g | duman | o
d;an keg|atan atan 8 7 7 5
pelaporan evaluasi )
Sosialisasi
dan
advokasi | Jumiah
kebijakan Sosmllsa&
Penghapu A?ir\]/okasi Kali 1 1] 1
sanbuta |y epiakan
aksara PBAP
perempua
n (PBAP)

100.000

40.000

95.000

125.000

40.000

95.000

Bid PUG

Bid PP

Bid. PP
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Sosialisasi

dan 95.000 95.000
Advokasi Jumlah
kebuakan sosialisasi . .
Perlindung dan kali 1 1 1 1 Bid. PP
an Tenaga advokasi
Kerja
Perempua
n
400.000 425.000
frekuensi
Pelaksana kelompok
an perlindunga
Kebijakan | n
Perlindung | perempuan (kali) 1 DwW
an di daerah 1 1 1 (PUG)
Perempua | yang
n di melaksanak
Daerah an
kebijakan(
Persentase
Program | meningkatn Workshop
Penguata | ya peran peningkat
QI b 59:'empuan anPeran |,
a:nem 9 pzr?ggzlmbila 21 | 26 | 26 | 26 s peserta (ora Bid PUG
p n dalam 100 | 100 | 100| 100 100.000 | 125.000| 125.000
engarus | n keputusan .| workshop ng)
utamaan | di lembaga Pengambil
Gender | yang an
dan anak | berbasis Keputusan
gender (%)
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Penyediaa

n Jumlah
Pelayanan | Road Show
KB dan di Pekan (kali) 12 12 | 12 | 12 | 12
Alkon bagi | dan
keluarga Keramaian
miskin
Persentase

Program | terkendaliny Pembinaa Jumlah

Keluarga | a/Penuruna 171 20| 23| 24 n Keluarga kegiatan (eve 3 3 3 3 3

Berencan | n ang_ka - KB yang nt)

a kelahiran diikuti

(%)
Pembangu
nan,Alih
Fungsi/Pe | Meningkat
ngembang | nya Fungsi | unit 0 0
an Balai Balai KB 4 4 4
Penyuluh
KB
Pengada
n Sarana Jumlah
Prasarana | Faskes
Klinik yang di .
Pelayanan | bagikan Unit 0 0 9 9 9
KB OBGYN
(OBGYN Bed
BED)
Pengadaa J“”?'ah
kegiatan
n Sarana . .
mobilitas penginman Kegi 1 1 1 1 1
tim KB /Eksped_|5| atan
Keliling p_endlstnbu
sian Alkon

2155000

2.430.000

2.435.000

90.000

90.000

2.465.00(

90.000

400.000

44.000

90.000

2.470.00(¢
Bid KB
95.000
Bid KB
400.000
DAK
FISIK
(Dalduk)
44.000
DAK
FISIK KB
95.000
DAK Non
Fisik
(KB)
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Jumlah
Pelayanan | kegiatan Kegi 0 5 5 5 5 90.000 90.000 95.000 Bid.
KIE pelayanan | atan Datluk

KIE

Jumlah
Peningkat | kegiatan 90.000 90.000 95.000
an Peningkata .
Perlindung | n (kegi .
an Hak Perlindung at)an 0 L L ! L Bid KB
Reproduks | an Hak
i Individu Reproduksi

Individu

. Jumlah .

Promosi . (kegi 90.000 90.000 95.000 .

Promos Bid.
Pelayanan atan 0 1 1 1 1
Khiba Pelayanan ) Dalduk

Khiba
Penyediaa | Terbangun
n Sarana nya/terpeli 1.900.000 1.900.00¢ 1.900.00(
dan haranya DAK

. (Unit 3 2 12 12 12 | 12 Fisik
Prasarana | Balai ) (Dalduk)
Keluarga penyuluh
Berencana | Kb
860.000

Pelayanan
Pemasang ;:E;a;nan (akse 268.295 950.000 | 1.050.00¢ 1.150.004 DAK
- KB bagi ptor) 100 165| 150| 200 250 275 ?'KOQ)F'S'k
Sio}QBrasep masyarakat
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Pelayanan

175.000 | 175.000
'E’Aergentliase KB untuk
Program yaenmg atn kegiatan Jumlah
Pelayanan b anan 20| 22| 25| 27 NI kegiatan | o 1 Bid KB
Kontrasep 8 Manungga | pelayanan 1 1 1
o bagi | KB KB atan)
Akseptor
KB (%) Kesehatan
(TMKK)
Pelayanan 175.000| 175.000
KB untuk lah
egaan | e
Kesatuan e?a anan (kegi 1 1 1 1 Bid KB
Gerak PKK EB 4 atan)
KB-
Kesehatan
Jumlah 175.000 | 175.000
Pelayanan | Akseptor
Konseling | yang (oran 200! 200! 225 250 Bid KB
KB melakukan 0)
konseling
Jumlah 100.000| 100.000
Pelayanan | pelayanan
KB medis | KB medis (kali) 10 10| 10| 10 Bid KB
operasi operasi yang
dilaksanakar
ialisasi Jumlah 300.000
Sosialisasi PLKB yang | (ora 122.760 470.000 | 480.000| 470.000 Bid.Daldu
DEPINFO | 1engikuti | ng) 25| 25| 25 K
PLKB gruti ) ng -
sosialisasi

91




Program

Pembinaa| Persentase
n Peran fasilitas
Serta bagi Jumlah
Masyarak | petugas 16| 25 | 26 | 26 Bimtek PLKB yang | (ora
atdalam | PLKB/PKB, PLKB mengikuti ng) = | o 25| 25| 25
Pelayanan| PPKBD dan bimtek
KB/KR Sub PPKBD
yang (%)
mandiri
Jumlah
Petugas
Pembantu
Fasilitasi Keluarga
Pembentu | Berencana
kan Desadan | (o5
Kelompok | Sub PPKBD| g 408 408| 408 408 | 408
Masyarak | yang
at Peduli mendapat
KB bantuan
Operasion
al
Jumlah
Fasilitasi PLKB/PKB
Operasion | yang
al mendapat (ora 0 35| 25| 30| 35/ 40
penyuluh bantuan ng)
KB operasiona

122.760,

Bid.
Dalduk

Bid.
Dalduk

Bid.
Dalduk
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Jumlah

PKB/PLKB
Penyediaa | yang
n Sarana mendapat
Kerja bantuan
Petugas SaranaKerj | (Pak ESTK
Lapangan | a Petugas et) 30| 30| 30 DALDUK
KB Lapangan
(Seragam/ | KB
Paket) (Seragam/
Paket/Oran
9)
Pengadaa
n Sarana
Pendataan | Jumlah
di balai Balai KB
Penyuluh | yang (Unit 5 5 5 EI/'\S}I(K
KB Mendapat ) DA.DUK
(netbook/ | Sarana
Laptop Pendataan
dan
printer)
175.000
Persentase 175.000| 175.000| 175.000
Meningkatn Advokasi
Program | yaremaja dan KIE
Kesehata | (siswa tentang Sekol
n Smp/sma) 25| 25|25 | 25 Kesehatan ah 10l 10! 10 Bid KB
Reproduk | yang Reproduk
si Remaja| mendapat si Remaja
advokasi (KRR)
(%)
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Memperk

uat Jumlah
dukungan | masyarakat Bid
dan ~ jyang | (oran 100| 100| 100| 100 Dalduk
partisipasi | berpartisipa| g)
masyarak | Si
at
0
Pengadaa | Jumlah
n KIEKIT | Kelompok DAK
untuk KIE dalam | (kec) 0 FISIK
kelompok | Kampung 13 13| 13 DALDUK
KIE
75.000
Program Penyuluha 75.000 75.000 75.000
Promosi n
by, bayi| Menngleatn kesehatan
] ibu, bayi
dan Anak | ya . an)::lk Jumlah Bid
melalui kesehatan 25| 25| 25| 25 melalui kegiatan (kegi 1 1 1 1 Dalduk
kelompok | ibu, bayi kel K penyuluhan | atan)
Kegiatan | dan anak Sy
di (%) di
Masyarak masyarak
at at
Pengadaa | jumlah
n BKB KIT | Kelompok DAK
untuk BKB dalam | o) O | 13| 13| 13 FISIK KB
kelompok | Kampung
BKB KB
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375.000

375.000| 375.000| 375.000
Program Persentase
Pengemb Meningkatn Pendirian
angan ya Pusat Jumlah
Pusat pe:’sen;asne Pelayanan Eulsat - Bid
Pelayanan| pelayanan 25| 25| 25| 25 Informasi elayana . Ic.
.| bagi remaja konseling (unit) Dalduk
Informasi | | ng mau dan KRR yang
dan i melakukan konseling | girican
KRR 9 konseling KRR
KRR (%)
Fasilitasi
forum 75.000 75.000
pelayanan
KRR bagi
kelompok }]c;JrTrlr?h
CF;:rTaja pelayanan (frt;r)u Bid KB
KRR
kelompok
sebaya
diluar
sekolah
275.000
Program 275.000 | 275.000| 275.000
Peningkat| Persentase Penyuluha T
an Meningkatn n sekolah
Penanggu| ya Siswa penanggul an
langan yang 25| 25| 25| 25 angan ?/nelgksanak (seko Bid. KB
Narkoba, | mendapat narkoba - lah)
PMVS Sosialisasi dan PMS
termasuk | (%) di sekolah | PEMYUIthan
HIV/AIDS
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Sosialisasi

komisi Jumlah Bid
penanggul | peserta (oran

angan sosialisasi | @) 100| 100| 100 100 dalduk
AIDS

Sosialisasi

badan Jumlah B
Narkotika | peserta (oran

Kabupate | sosialisasi | @) 100| 100| 100 100 dalduk
n (BNK)

Pelatihan

Tenaga

Pendampi | jumlah

ng Tenaga

Kelompok | Pendampin | (oran ;
Bina g di 9) 120| 120 120 120 125.000 150,000| 175000 | 200.000| Bid-KB
Keluarga Kecamatan

di yang dilatih

Kecamata

n
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Pengump
ulan

bahan

informasi Jumiah

tentang | Pahan ( ,

pengasuh informasi baha 50.000 Bid.
yang 12| 12| 12| 12 ’ 50.000 50.000 50.000 | Dalduk

andap dikumpulka n)

pembinaa |

n Tumbuh

Kembang

anak

Pengkajia | Jumlah

n Pengkajian

Pengemba | Pengemba

ngan ngan

Model ~ | Model | (bua 12| 12| 12| 12 250.0001 556 000 | 250.000| 250.000| Bid- KB

Operasion | Operasion h)

al BKB al BKB

Posyandu | Posyandu

PADU PADU
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BAB VI
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa
jabatan. Hal ini di tunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator
outcome program p embangunan daerah setiap tahun atau
indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang di inginkan pada akhir periode RPJMD dapat
di capai.Penetapan indikator kinerja OPD tersebut kemudian di
jabarkan dalam penetapan indika  tor DP3AP2KB sebagali indikator
capaian yang berisfat mandiri setiap tahun sehingga kondisi
kinerja yang di inginkan pada akhir periode renstra dapat tercapai.

Hasil Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pe nduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lebong sebagai berikut:
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Tabel VLI
Cascading indikator kinerja utama DP3AP2KB Terhadap Indikator Utama Daerah

Indikator Sasaran daerah Target
Sasaran Sasaran IKU OPD Formulasi
Kondisi Kondisi
IKU Awal 2017 | 2018 | 2019 2020 2021 Awal 2017 2018 2019 2020 2021
2016 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah
Perempuan
dan Anak
Korban
Meningkatnya Meningkatnya kekerasan
Derajat SDM Index Pelayanan dan . di bagi
- Penyelesaian .
yang Pembang perlindungan jumlah
berbudaya,ber unan terhadap PEMEEE LT potensi
. ! q 65,58 65,87 66,28 66,47 66,77 67,07 perlindungan 0 50 60 70 80 90
ilmu,ber ketra Manusia perempuan dan Jumlah
mpilan,dan (IPM) Anak korban pertla(mpl;)a’\zl ?}?2 Perempuan
berdaya (Skala) kekerasan di ETELE (P (Y dan Anak
saing. Kab. Lebong Korban
kekerasan
di kab
lebong di
kali 100
I\S/I;r;r?gkatnya Persentase
’ Cakupan/Prevel Akseptor
Eela)égnan, = ensi peserta KB di bagi 0 60 65 70 85 90
K:ma'rgza“ KB Aktif (SPM) jumlah
. (IKK) PUS di kali
Berencana di 100
Kab. Lebong
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Jumlah

Akseptor

Rasio Akseptor Pasangan

KB (SPM) (IKK) | Usia Subur 0 6 20 22 25 21
yang
diperoleh

Proporsi
keterwakilan
perempuan di
DPRD

Proporsi
keterwakila

n
perempuan
di DPRD di
bagi

jumlah
Potensi
Proporsi
keterwakila
n
perempuan
di DPRD
dikab
lebong

20%

22%

24%

26%

28%

30%

100



Pekerja

Proporsi Perempuan
kedudukan di lembaga
perempuan pemerintah
dalam sebuah di bagi 20% 22% | 24% | 26% | 28% | 30%
organisasi jumlah
pemerintahan pekerja
perempuan
Proporsi
. kedudukan
Proporsi
kedudukan perempuan
perempuan dalam
dalam sebuah sebuah 5% 7% 9% | 11% | 13% | 15%
) : organisasi
organisa si non
intahan non
pemerin pemerintah
an
1/3 di kali
angka
harapan
hidup di
tambah
Indeks angka
Pembangunan untuk 91,11 91,61 | 92,11 | 92,61 | 93,11 | 93,61
Gender (IPG) pendidikan
di tambah
index
distribusi
pendapata
n
Prosentase
Penduduk
laki -laki
dan
Prosentase perempuan
Penduduk laki - di bagi
laki dan jumlah .
perempuan potensi 63 64 65 68 70
Penduduk
laki -laki
dan
perempuan
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di kab
lebong

Usia Harapan
Hidup laki -laki
dan perempuan

Usia
Harapan
Hidup laki -
laki dan
perempuan
di jumlah
potensi
hidup laki
laki
perempuan
di kab
lebong di
kali 100

63

64

65

68

70
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Tabel VL.II
Cascading Indikator Kinerja Eselon I1l( Bag lan ) Terhadap Indikator Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong

Program cakupan Jumlah kasus

Penguatan perempuan kekerasan

Pengarustam dan anak perempuan dan 0 . s ”s e N
korban anak yang di

aan gender kekerasan tangani di

dan anak )
yang bagijumlah
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Proporsi
keterwakilan
perempuan di
DPRD

Proporsi
keterwakila

n
perempuan
di DPRD di
bagi

jumlah
Potensi
Proporsi
keterwakila

20%

22%

24%

26%

28%

30%

mendapatk
an
penangana
n
pengaduan
oleh
petugas
terlatih
didalam
unit
pelayanan
terpadu (%)

kasus
perempuan dan
anak yang
terjadi di kali
100

Indeks
Pemberdayaan
Gender (IPG)

91,11

91,61

92,11

92,61

93,11

93,61
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n

perempu an
di DPRD
dikab
lebong
Proporsi
kedudukan
perempuan
Indeks dalam Indeks
Pembangunan sebuah 91,11 91,61 92,11 92,61 93,11 | 93,61 Pembangunan 91,11 91,61 92,11 92,61 93,11 93,61
Gender (IPG) organisasi Gender (IPG)
non
pemerintah
an
1/3 di kali
angka Persentase
harapan meningkat
. hidup di Program
Proporsi . nya Jumlah Perbup
tambah keserasian - .
kedudukan - kebijakan yang di SKKan
perempuan angka kebijakan terhadap di bagi Jumlah
0, 0, 0 0, 0, 0, i
dalam sebuah untuk 20% 22% | 24% | 26% | 28% | 30% peningkatan perempuan | Perbup yang 0 0 24 26 26 25
L pendidikan kualitas anak A
organisasi di tambah dan dan anak tertulid di kali
pemerintahan . yang 100
index perempuan :
S dirumuska
distribusi n (%)
pendapata 0
n
Persentase
men ingkat
Pekerja nya peran
Proporsi Perempuan Program perempuan Jumlah peserta
kedudukan di lembaga Penguatan dalam yang ikut
perempuan pemerintah 0 0 0 0 0 0 Kelembagaan pengambila workshop di
dalam sebuah di bagi 20% 22% 24% 26% 28% 30% Pengarustam n bagi jumlah 0 0 21 26 26 26
organisasi jumlah aan Gender keputusan yang tertulis di
pemerintahan pekerja dan Anak di lembaga kali 100
perempuan yang
berbasis

gender (%)
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Usia Harapan
Hidup laki -laki
dan

perempuan

Usia
Harapan
Hidup laki -
laki d an
perempuan
di jumlah
potensi
hidup laki
laki
perempuan
di kab
lebong di
kali 100

63

64

65

68

70

Persentase

Meningkat Pesrta KB aktif
Program nya di bagi
Pelayanan Pelayanan Pasangan usia 20 22 25 27
Kontrassepsi bagi subur di kali
Akseptor 100
KB (%)
Program Persentase Jumlah
Pembinaan fasilitas PLKB/PKB
peran selr(a bagi yang mendapat
masyaraka t petugas -~ . .
dalam PLKB/PKB, fasmtas di bagi 16 25 26 26
jumlah seluruh
pelayanan PPKBD dan PLKB/PKR di
KB/KR Sub kali 100
mandiri PPKBD (%)
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Persentase

Meningkat Jumlah siswa
nya remaja smp/SMA yang
Eégg;;rt;n (siswa mendapat
reproduksi Smp/sma) advokasi di bagi 25 25 25 25
rerpna'a yang jumlah siswa
) mendapat yang tertulis di
advokasi bagi 100
(%)
E:ggﬁg Persentase
Kesehatan Meningkat Peserta KB aktif
Ibu, bayi dan nya di bagi .
Anak melalu i !(esehat_an pasangan usia 25 25 25 25
kelombok ibu, bayi subur di kali
Kegiatlzm di dan anak 100
0,
Masyarakat (%)
Per;entase Jumlah Pusat/
Meningkat
Program nva Pelayanan
Pengembanga Y Informasi dan
persentase -
n pusat elavanan konseling
pelayanan pelay ) KB/KRR ang di 25 25 25 25
; . bagi remaja -
informasi dan ang mau kembangkan di
konseling yang bagi jumlah
melakukan -
KRR : yang tertulis di
konseling kali 100
KRR (%)
Jumlah Siswa
Persentase
Program Meningkat yang mendapat
Penangg ulang 9 sosialisasi di
an nya Siswa bagi jumlah
Narkiba,PMS ?nagr?da at seluruh siswa 25 25 25 25
termasuk HIV \dapat di kabupaten
Sosialisasi ;
AIDS (%) Lebong di
° kali100
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Persentase

Meningkat Jumlah Tenaga
Program nya pendamping
Penyianpan Jumlah yang di latih di
Tenaga . Tenaga _ bagi Jumlah 0 0 25 25 25 25
pendamping pendampin tenaga
Kelompok g Kelompok pendamping
Bina Keluarga Bina yang tertulis di
Keluarga kali 100
(%)
Jumlah PUS di
Persent_ase sebawah umur
Perkawina | /o jumlah 12 12 10 7 5 3
n Dibawah .
Umur seluruh PUS di
kali 100
Persentase
Program meningkat Jumlah model
Pengembangn | nya .
. . operasional
ya Bahan informasi
. BKB -Posyandu -
Informasi tentang Padu vang di
tentang Pengasuha se diaIZan %Ii 0 0 25 25 25 25
pengasuhan ndan .
. bagi Jumlah
dan tumbuh pembinaan -
yang tertulis di
kembang tumbuh .
kali 100
anak kembang
anak (%)
Program
pengembanga Berkemban Jumlah BKB
nya model L
n Model Oberasiona hollistic
Operasional p integratif di 0 0 25 25 25 25
| BKB 7
BKB - Posvandu bagi jumlah
Posyandu - Pad)l/.l BKB di kal 100
PADU
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Tabel VLI 11
Cascading Indikator Kinerja Eselon IV (Sub Bag) Terhadap Indikator Kinerja Program
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindu ngan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong
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Pelatihan bagi

- Terlaihnya
geDIiAt'h (Tom Pelatih Jumlah
(TOT) SDM peserta
Pelayanan .
dan pelayanan yang (orang) 4 16 Bid. PP
Pendampinga dan mengikuti
ping Pendampin Pelatihan
n korban an KDRT
KDRT Y
Tersusunn
P_enyusunan ya Sistem nglah
Sistem Perlindung sistem
Perlindungan an bagi perlindung (peratur 2 8 Bid. PP
bagi Pererg ua an yang an2)
Perempuan n P disusun
Jumlah
Tersusunn Profil
Penyusunan ya Profil Perlindung
Profil Perlindung an
Perlindungan an Perempua (buku
Perempuan Perempua n rofil 1 4 Bid. PP
Terhadap n Terhadap P
tindak Terhadap tindak
kekerasan tindak kekerasan
kekerasan yang
disusun
Lancarnya
Fasilit asi Upaya Jumiah
Upaya Perlindung K
’ asus
Perlindungan an terhada
Perempuan Perempua p kasus 5 Bid. PP
perempua 27
Terhadap n nvan
Tindak Terhadap te)r/tang ani
kekerasan Tindak 9
kekerasan
Jumlah
kasus
;'zrsusunn terhadap
- rekomenda anak dan
Monitoring, si Kebiiakn perempua
Evaluasi dan Térhad]a nyang kasus 5 27 Bid. PP
Pelaporan p dimonitor,
Perempua -
evaluasi
n dan
dan
anak
pelaporan
(kasus)
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Peningkatan Meningkat Jum_Iah
P ) nya Peran kegiatan
eran wanita X . X
Keluarga wanita SOS|_aI|saS| (kali) 1 1 1 Bid.
Sehat Keluarga peningkata 4 PUG
Seiahtera Sehat n peran
) Sejahtera wanita
Sosialisasi 'Ell';earrs]egangg
dan bimtek Y
satgas
satgas kekerasan
kekerasan terhadal jumlah
terhadap perempﬂa peserta (orang) 500 500 500 1.000
perempuan n dan sosislisasi ’
dan anak di )
kabupaten anak di
Lebon kabupaten
9 Lebong
Terselengg Jumlah
. : Peserta
Sosialisasi aranyai sosialisasi
P2TP2A P2TP2A POTP2A
tentang tentang tentan
pencegahan pencegaha encegaha
tindakan ntindakan | PEMCe9 (orang) 150 150 170
n tindaak 270
kekerasan kekerasan
kekerasan
terhadap terhadap had
perempuan perempua terhadap
perempua
dan anak n dan
anak n dan
anak
Jumlah
Terselengg SD.SMP da
Sosialisasi aranya n SYMA Y
pencegahan ﬁencegaha yang
kekerasan mengikuti
kekerasan N
terhadap sosialisasi
terhadap
perempuan perempua pencegaha orang 24 24 24 72
g: Eo?gr?k d n dan . Ee kerasan
anak di
SD,SMP,dan terhadap
sekolah
SMA SD SMP.da pedrempua
! ! n dan
n SMA anak
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kegiatan ’
PKgK untuk kegiatan
Penguat an PKK untuk
Penguatan K Penguatan
elembaga
kelembagaan an kelembaga PKK
Pengarusuta Pengarusu an (kegiatan 1 1 PUG
maan Gender Pengarusu )
tamaan
dan Anak Gender tamaan
Gender
dan Anak
(kegiatan) dan Anak
Jumlah
kegiatan
Pengembanga Meningkat Sosialisasi
n Sistem nya Sistem data Bid
Inf ormasi Informasi terpilah (kegiatan 1 4 PUG
Gender dan Gender laki -laki )
Anak dan ana dan
perempua
n
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Terselengg

Fasilitasi Iif:y:mba
Pengembanga 9
n Pusat ngan pusat Jumlah
Pelayanan Pelayanan korban
Terpadu Tergad; kekerasan (kasus) 12 12 12 12 Bid PP
Pemberdayaa Pmberdaya yang 53
n Perempuan an mendapat
dan Anal? Perempua kunjungan
n dan
(P2TP2A) anak
(P2TP2A)
Meningkat
nya
Peningkatan gapasnas
! an
Kapasitas dan .
- Jaringan
Jaringan Kelembaga Jumlah
Kelembagaan an 9 kecamatan (kecamat 4 4 4 4 20 Bid PP
Pemberdayaa Pemberda binaan GSI an)
n Perempuan n Y
dan Anak aa
Perempua
n dan
Anak
Meningkat
nya
Peningkatan gapasnas
? an
Kapasitas dan .
Jaringan Jaringan Jumlah
9 Kelembaga Forum .
Kelembagaan (kelompo 13 13 13 13 Bid PP
an anak yang 52
Pemberdayaa k)
n Perempuan Pemberday te rbentuk
p aan
dan Anak
Perempua
n dan
Anak
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Terukurny Jumlah
a Potensi .
Pemetaan Organisasi gganlsay
Potensi dan Lembaga
Organisasi Lembaga Masyaraka
dan Lembaga masyaraka tyg
masyarakat tyang berperan (organisa 5 5 5 5 Bid
yang berperan berperan dalam si) 20 PUG
dalam dalam pemberday
pemberdayaa pemberday 2an
n perempuan aan
dan anak perempua gedrzrr]npua
n dan anak
anak
Berkemba
ngnya
Pengembanga materi dan Jumlah b
nmaterid an pelaksana ﬁgggem a
ﬁilzaksanaan an KIE materi dan Bid
tentang tentang claksana (peserta) 100 100 100 100 400 PUG
Kesetaraan Kesetaraan p
: an KIE
dan keadilan dan tentang
Gender (KKG) keadilan KKG
Gender
(KKG)
Tersusunn
ya
Evaluasi E;E)uakan Jumlah Bid
Pelaksanaan rekomenda evaluasi (kegiatan 1 1 1 1 4 PUG
PUG . PUG )
Pelaksana
an PUG
Jumlah
kasus
Tersusunn terhadap
Monitoring, iZbi' perempua .
) jakada ndan Bid
Ev?luam dan n anak yang (kasus) 8 7 7 5 27 PUG
elaporan rekomenda di monitor,
si PUG evaluasi
dan
dilaporkan
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Tersediany

Pengadaan Jumlah
sarana dan ga'lsrflrana sarana (unit) 5 5 5 Bid
prasarana rasarana PKK yag 20 PUG
PKK ‘I;KK diadakan

Jumlah

peserta

pelatihan

PPA yang
Pelatihan dan Terbentuk di be ntuk
pembentukan nya satgas tk (orang) 150 150 150 150 Bid PP
Satgas PPA PPA kab,kec,da

n

Desa/Kelu

rahan

(orang)
Pembentukan Ters(_ec_:har?y Jumlah
dan fasilitasi a fa§|l|ta5| Kelompok
perlindungan gﬁrg?]gﬂng PATBM TK
anak terpadu terpadu Kab,kec,de Kelompo 170 170 170 170 Bid PP
berbasis berbasis sa/kelurah k
moeet | e | 20

t (PATBM)
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Kegiatan Meni ngkat
penyuluhan nya peran Jumlah
bagi ibu serta ibu ibu Rumah
Rumah rumah tangga
Tangga dalam ga;ggqa yang beri (orang) 100 100 100 100 200 Bid. PP
E:E:rzr;gun mebangun genyuluha
Sejahtera rumah
tangga
Meningkat
Bimbingan nya peran
Manajemen serta ibu Jumlah
Usaha bagi rumah eremoua Bid
perempuan tangga E yangp (orang) 100 100 100 100 200 PUG
dalam dalam dibimbi
mengelola mebangun loimbing
usaha rumah
tangga
Meningkat
Pameran hasil nya peran
serta ibu
karya rumah Jumlah
perempuan di tangga pameran (kali) 1 1 1 1 Bid
bidang dalam yang 4 PUG
pembanguna mebangun diikuti
n rumah
tangga
Terukurny
a peran
serta ibu
- Jumlah
Monitoring, rumah monitorin Bid
Evaluasi dan tangga an 9 (kali) 8,00 7 7,00 5,00 27 PUG
pelaporan dalam yang
membangu dilakukan
nrum ah
tangga
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Perumusan
kebij akan
peningkatan
peran dan
posisi
perempuan
dibidang
politik dan
jabatan
publik

Terbentuk
nya
kebijakan
peningkata
n peran
dan posisi
perempua
n dibidang
politik dan
jabatan
publik

Jumlah
kebijakan
yang
dirumuska
n

(buah)

Bid
PUG
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Terlaksana Jumlah
nya gugus Rumahsak
kota layak i ramah
anak anak,sekol
,rumahsak ah ramah (kegiatan
it layak anak 1
anak,pusk puskesmas )
esmas ramah
layakanak, anak,dan
dan kota kota layak
layak anak anak
Terlaksana
nya
monitori ng
.evaluasi
dan
- pelaporan
Monitoring, kebjakan | Jumiah (kegiatan
Evaluasi dan kegiatan 1
menyangk h )
pelaporan ut evaluasi
peningkata
n kualitas
perempua
ndan
anak
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Sosialisasi Terlaksana
. nya Jumlah
dan advokasi . .
A kebijakan Sosialisasi
kebijakan Penghapus dan
Penghapusan gnhap . (kali) 1 Bid. PP
an buta Advokasi 4
buta aks ara h
erempuan aksara kebijakan
E’PB AP) perempua | PBAP
n (PBAP)
Terlaksana
Sosialisasi nya
dan Advokasi kebijakan Jumlah
kebijakan Perlindung sosialisasi . .
Perlindungan an Tenaga dan (kal) L 4 Bid. PP
Tenaga Kerja Kerja advokasi
Perempuan Perempua
n
frekuensi
Terlaksana kelqmpok
perlindung
Pelaksanaan nya
Kebijakan kebijakan an oW
h h perempuan )
Perllndungan_ perlindung di daerah (kali) 1 5 PUG
Perempuan di an
yang
Daerah perempuan
) melaksana
di daerah
kan
kebijakan
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. . Jumlah
Pembinaan Terbinanya Kegiatan
Keluarga keuarga 9 (event) 3,00 3,00 Bid KB
KB yang 13
Berencana berencana o
diikuti
Pembanguna .
Certema | Nereole
FungsilPenge | |- pai Balai KB (unit) 4 4 FISIK
mbangan . 4 (Daldu
] penyuluh (Balai
Balai KB KB)(u nit) K
Penyuluh KB
Tersediany
Pengadaan a sarana Jumlah
Sarana prasarana Faskes
Prasarana klinik ang di DAK
as yang (unit) 9 9 FISIK
Klinik pelayanan bagikan 9 KB
Pelayanan KB KB OBGYN
(OBGYN BED) | (OBGYN Bed (un it)
BED)
Jumlah
. kegiatan
Pengadaan ;’esrjree‘c:;:ny pengirima DAK
Sarana ™ n/Ekspedi (kegiatan Non
. ) mobilitas ) -
mobilitas tim tim KB Si ) 5 Fisik
KB Keliling keliling pepdlstnb (KB)
usian
Alkon
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Tersediany Jumlah .
Pelayanan kegiatan (kegiatan Bid.
elayanal a egiatal egiatal 5 5 5 5 Daldu
KIE Pelayanan pelayanan ) 20 K
KIE KIE
Jumlah
) Meningkat kegiatan
Pen!ngkatan nya Peningkata
Perlindungan Perlindun n kegiatan
Hak 9 . (keg 1 1 1 1 Bid KB
. an hak Perlindung ) 4
Reproduksi ksi K
Individu TeF’.“.’d“ Sl an Hal
individu Reproduks
i Individu
) Berkemba Jumlah ’
Promosi ngnya Promosi (kegiatan Bid.
Pelayanan gny 1 1 1 1 Daldu
Khiba pelayanan Pe_layanan ) 4 K
KHIBA Khiba
. . Terbangun
Penyediaan Tersediany nyafterpeli DAK
Sarana dan a sarana haranva Fisik
Prasarana dan ny (Unit) 12,00 12,00 12,00 12,00
Balai 50 (Daldu
Keluarga prasarana nvuluh K
Berencana KB E‘;’; yull )
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Jumlah
PKB/PLKB
Tersediany yang
a Sarana mendapat
Kerja bantuan DAK
Petugas SaranaKerj FISIK
Lapangan a Petugas (orang) 30 30 30 30 DALD
KB Lapangan UK
(Seragam/ KB
Paket) (Seragam/
Paket/Ora
ng)
Tersediany
a Sarana
Pendataan Jumlah
h . Balai KB DAK
Pomulun | vang nit 5 FISIK
Kg yulu Mendapat (unit) DALD
Sarana UK
(netbook/L Pendataan
aptop dan
printer)
Tersediany Jumlah
a BKBKIT Kelompok DAK
untuk BKB dalam (kec) 13 13 13 13 FISIK
kelompok Kamp ung KB
BKB KB
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Tersediany
a KIEKIT
untuk
kelompok
KIE

Jumlah
Kelompok
KIE dalam
Kampung
KB

(kec)

13

13

13

13

DAK
FISIK
DALD
UK

Pelayanan KB
untuk

kegiatan TNI
Manunggal
KB-Kesehatan
(TMKK)

Meningkat
nya
pelayan an
kontraseps
i

Jumlah
kegiatan
pelayanan
KB

(kegiatan

)

Bid KB

125



Pelayanan KB

untuk Meningkat Jumlah
kegiatan nya kegiatan . .
Kesatuan pelayanan pelayanan (kegiatan 1 1 1 1 5 Bid KB
G kontraseps )
erak PKK . KB
KB-Kesehatan :
Meningkat Jumlah
Pelayanan nya Akseptor .
Konseling KB pelayanan yang (orang) 200 200 225 250 875 Bid KB
kontraseps melakukan
i konseling
Jumlah
Meningkat E‘g?ﬁzgin
Pelayanan KB ny KB : . )
medis operasi medis operasi (kali) 10 10 10 10 20 Bid KB
operasi yang
dilaksanak
an
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Jumlah

Meningkat Bid.
Bimtek PLKB nya peran EléleiI)(,l?tri] 9 (orang) - 25 25 25 Daldu
sertaPLKB | Mend k
bimtek
Jum lah
Petugas
Pembantu
Terlaksana Keluarga
Fasilitasi nya Berencana
Pembentukan Pembentu Desa dan Bid.
Kelompok kan Sub (orang) 408 408 408 408 1.632 Daldu
Masyarakat Kelompok PPKBD ’ k
Peduli KB Masyaraka yang
t Peduli KB mendapat
bantuan
Operasion
al
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Fasilitasi
Operasional
penyuluh KB

Terlaksana
nya
Operasion
al
penyuluh
KB

Jumlah
PLKB/PKB
yang
mendapat
bantuan
operasiona
|

(orang)

35,00

25,00

30,00

35,00

40

165

Bid.
Daldu

Memperkuat
dukungan
dan
partisipasi
masyarakat

Meningkat
nya
dukungan
dan
partisipasi
masyaraka
t

Jumlah
masyaraka
tyang
berpartisip
asi

(orang)

100

100

100

100

400

Bid
Daldu
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Fasilitasi
forum
pelayanan
KRR bagi
kelompok
Remaja dan
kelompok
sebaya diluar
sekolah

Terlaksana
ya forum
pelayanan
KRR bagi
kelompok
Remaja
dan
kelompok
sebaya
diluar
sekolah

Jumlah
forum
pelayanan
KRR

(forum)

Bid KB

130




Meningkat

nya
Sosialisasi penanggul Jumlah
komisi angan Bid
penanggulang narkoba 22321 IIT:asi (orang) 100 100 100 100 400 dalduk
an AIDS ,PMS

termasuk

HIV
Sosialisasi Sosialisasi
bad an badan Jumlah Bid
Narkotika Narkotika peserta (orang) 100 100 100 100 400 dalduk
Kabupaten Kabupaten sosialisasi
(BNK) (BNK)
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BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong Tahun
2016 -2021 disusun sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)  Kabupaten Lebong Tahun 2016 -2021, serta
menindaklanjuti  Surat Edaran  Bupati Lebong Nomor:
800/490/B.8/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penyusunan
Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2016 -2021.
Sebagaiman a diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 54 tahun 2010. Rencana Strategis ini
merupakan komitmen bersama seluruh jajaran SKPD di
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong yang wajib
dilaksanakan agar tecapai Visi,Misi dan Tujuan Org anisasi dalam
melaksanakan Pembangunan daerah Khususnya Kabupaten
Lebong.

Rencana Strategis ini masih perlu ditindak lanjuti dalam
rumusan Operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah
nyata berupa kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lebong, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh pihak -
pihak yang terkait pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Pengendalian Penduduk Dan Kelu arga Berencana Kabupaten
lebong untuk bersama -sama melaksanakan program sesuai
dengan Visi dan Misi yang telah dirumuskan dalam rencana
Strategis. Pencapaian kinerja bukan hal yang mudah, untuk itu
diperlukan tekad,usaha, dan kerja keras untuk mewujudkan
bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong mampu memberikan
pengabdian terbaik kepada Negeri ini,melayani masyarakat dan
juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan
pemerintah di lingkungan P emerintah Kabupaten lebong. Terima
kasih.
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